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ABSTRAK 
Ulfa Amalyah Usman (B111 13 345), Status Hukum 
Penguasaan Perairan Pesisir Untuk Permukiman Penduduk di 
Kelurahan Tallo Kota Makassar. Dibimbing oleh Farida Patittingi 
dan Kahar Lahae 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status 
penguasaan atas wilayah perairan pesisir Kelurahan Tallo dan 
untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian kebijakan 
pemerintah Kota Makassar terhadap permukiman penduduk di atas 
perairan pesisir Kelurahan Tallo tersebut. 
 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, 
tepatnya pada kawasan permukiman penduduk di atas perairan 
pesisir yang terletak di  RT 05 RW 02 Kelurahan Tallo Kecamatan 
Tallo. Data dari hasil dokumentasi dan wawancara kemudian 
dianalisis secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum 
penguasaan pada wilayah perairan pesisir Tallo tersebut adalah 
tanah yang dikuasai oleh Negara. Sebagian besar penduduk yang 
menetap di sana merupakan pindahan dari berbagai daerah di 
sekitar Kota Makassar. Masyarakat yang bermukim di sana 
merupakan masyarakat lokal yang  tidak memilki tanda bukti hak. 
Terkait dengan pengimplementasian kebijakan pemerintah Kota 
Makassar terhadap permukiman penduduk di atas perairan pesisir 
Tallo tersebut sejauh ini belum berjalan sesuai penataan zonasi 
dan pengaturan yang ada dalam RPJMD dan RTRW Kota 
Makassar. Kurangnya kepatuhan masyarakat akan aturan dan 
kebijakan pemerintah serta tidak tegas dan konsistennya 
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya menjadi 
salah satu faktor sulitnya kebijakan pemerintah terimplementasi.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan 
nasional sehingga sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. 
Historisitas menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik 
sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan 
tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan 
hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang di atas tanah 
maupun yang terkandung di dalamnya. Sehingga, hubungan manusia 
dengan tanah bukan sekedar tempat hidup bagi manusia tetapi lebih dari 
itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat 
manusia berupa kekayaan alam untuk digunakan sedemikian rupa 
sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan manusia. 
Bangsa Indonesia sendiri memandang tanah secara filosofis 
sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi dan Undang-undang RI Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA). Bagi Bangsa Indonesia, tanah merupakan sumber daya strategis, 
sebagai kekayaan nasional, pemersatu wilayah, karunia Tuhan yang 
Maha Esa, dan untuk kemakmuran rakyat.1  
                                                          
1
 Limbong, Bernhard. 2014. Politik Pertanahan. Jakarta: Marghareta Pustaka. 
hlm.26. 
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Wilayah Indonesia meliputi 40% wilayah daratan dan 60% wilayah 
perairan laut. Jadi, tidaklah salah jika Indonesia disebut negara kepulauan 
(archipelago) atau negara maritim. Akan tetapi, pemanfaatan potensi 
sumber daya tersebut masih berorientasi pada pembangunan sektor 
daratan saja, padahal seharusnya orientasi pembangunan diarahkan 
selain ke daratan, melainkan juga ke sektor lautan. Sehingga, 
pembangunan kelautan dan pembanguanan kewilayahan dapat 
berkembang secara simultan dan proporsional.2 
Namun, nampaknya luas Negara Indonesia yang sedemikian rupa 
itu, kurang merata atau imbang dalam mencakupi seluruh warga Negara. 
Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini sangat meningkat, 
perpindahan penduduk dari desa ke kota pun merupakan salah satu faktor 
tidak meratanya perkembangan dan jumlah penduduk di Indonesia. 
Penduduk desa yang melakukan perpindahan di kota pun tidak sedikit 
yang tidak memiliki tempat tinggal dan tujuan di kota yang dipilihnya. 
Salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat perpindahan 
penduduk tertinggi dari desa ke kota ialah Makassar. Kota Makassar 
memiliki wilayah seluas 199,26 km2  dan jumlah penduduk tercatat lebih 
1.408.072 jiwa yang terdiri dari 696.086 laki-laki dan 711.986 perempuan. 
                                                          
2
 Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Yogjakarta : 
Graha Ilmu. hlm. 258. 
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 Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,65%/tahun, kota ini berada 
diurutan keenam berpenduduk terbesar di Indonesia.3 Seiring dengan 
peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, menyebabkan 
peningkatan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya 
yang terkait. Pemenuhan kebutuhan perumahan atau permukiman dan 
fasilitas-fasilitas tersebut tidak terlepas dari peningkatan penggunaan 
lahan. Pengembangan kawasan permukiman akibat tidak tertata dan 
semakin berkurangnya lahan permukiman bagi kelas menengah ke bawah 
(ekonomi rendah) mendorong peningkatan permukiman liar atau tidak 
layak huni (kumuh)  di Kota Makassar. 
Akibat dari hal tersebut, tidak mengurangi jumlah penduduk yang 
membangun permukiman liar dari waktu ke waktu, jumlah mereka pun 
terus bertambah. Permukiman liar yang mereka bangun ini dapat 
dikategorikan rumah tidak layak huni dan/atau permukiman kumuh, 
dikarenakan kondisi rumah dan lain sebagainya yang menjadikan 
kediaman mereka dikategorikan rumah tidak layak huni. Rumah-rumah 
tersebut akan meningkat jumlahnya dalam satu kawasan tertentu yang 
akan menciptakan suatu permukiman sejenis, yaitu permukiman liar yang 
dengan keadaan yang tidak layak huni (kumuh). Rasio permukiman layak 
huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas 
wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi 
luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. 
                                                          
3
 id.m.wikipedia.org, diakses pada pukul 11.35 PM, Minggu 23 Oktober 2016. 
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Rasio pemukiman layak huni di Kota Makassar disajikan pada tabel 
berikut ini: 
Tabel 1. Rasio Pemukiman Layak Huni Kota Makassar 
 
No Kecamatan 
Jumlah 
Pemukiman 
Layak Huni 
Jumlah 
Seluruh 
Pemukiman 
Rasio 
1 2 3 4 5 
1 Mariso 20,10 204,85 9,81 
2 Mamajang 0,002 205,40 0,001 
3 Tamalate 150,38 765,40 19,65 
4 Rappocini 25,69 822,20 3,12 
5 Makassar 0 232,03 0 
6 Ujung Pandang 0 202,83 0 
7 Wajo 3,23 122,54 2,63 
8 Bontoala 3,83 129,70 2,95 
9 Ujung Tanah 0 83,29 0 
10 Tallo 6,06 448,34 1,35 
11 Panakukang 74,33 826,20 9,00 
12 Manggala 288,78 720,04 40,10 
13 Biringkanaya 484,12 1.283,56 37,72 
14 Tamalanrea 154,50 620,35 24,91 
Jumlah 1211,02 6666,64 151,25 
Sumber: Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Makassar 
 Secara hukum, sebuah gedung, bangunan dan/atau rumah tentulah 
harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Syarat administratif 
yang harus dimiliki adalah sertipikat tanah dan bangunan, status 
kepemilikan dan Ijin Membangun Bangunan (IMB). Syarat-syarat tersebut 
sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 7 ayat 2. Adapun ketika seseorang 
ingin mendirikan gedung baik itu rumah, maka harus ada rencana teknis 
yang telah disetujui oleh pemda setempat yaitu melalui IMB, hal ini sesuai 
peraturan di dalam Pasal 40 ayat 2 huruf (b) UUBG, bahwa IMB wajib 
dimiliki setiap pendiri bangunan.  
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Apabila syarat untuk memiliki IMB tidak dipenuhi maka akan dikenakan 
sanksi berupa penghentian sementara pembangunan, pembongkaran 
rumah atau bangunan secara paksa  dan denda paling banyak 10% nilai 
bangunan yang masih dibangun atau yang telah selesai dibangun (Pasal 
45 ayat 2 Undang-undang Bangunan Gedung). 
Makassar merupakan kota yang mempunyai pertumbuhan dan 
perkembangan pembangunan semakin maju, dengan semakin majunya 
semua aspek pembangunan juga ikut menimbulkan berbagai implikasi 
yang menyangkut industrial, mobilitas manusia yang terus meningkat, 
diskonkurensi masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin 
melebar, juga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Akibat dari 
hal tersebut adalah kebutuhan akan kawasan perumahan dan 
permukiman yang semakin besar dengan lahan yang terbatas 
menciptakan luas kawasan permukiman kumuh yang besar di Kota 
Makassar.  
Kebanyakan dari mereka mulai membangun, bermukim dan 
menetap lama di permukiman kumuh mereka, yang salah satunya adalah 
permukiman penduduk di atas perairan laut ini. Mereka yang tinggal dan 
bermukim sejak lama di wilayah ini tentu sudah menganggap bahwa 
wilayah tersebut adalah milik mereka, sebagaimana orang yang tinggal di 
wilayah daratan, karena mereka sudah merasa turun temurun bermukim 
di tempat tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas, sangat diperlukan akan adanya 
peranan hukum dalam bentuk pengaturan oleh Negara pada umumnya, 
dan pemerintah kabupaten/provinsi Kota Makassar pada khususnya.   
Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemilikan, penguasaan, 
serta pemeliharaannya sehingga tertata secara sistematis, dengan 
adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang yang memberikan 
kewenangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak 
semata-mata hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum. 
Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk sertipikat sebagai bukti 
autentik kepemilikan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam 
masyarakat. Sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat atas kepemilikan 
tanah, sebagai wujud pemberian hak atas tanah, pemberian hak atas 
tanahnya itu merupakan yang dikuasai langsung oleh Negara kepada 
seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum.4 
Mengenai permukiman perairan laut ini, Pemerintah Kota Makassar 
dengan jelas telah menyebutkan salah satu misinya untuk Kota Makassar 
ini, yaitu;  merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar 
dunia. Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal; (1) 
penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali 
pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan 
transportasi publik yang aksesibel, (5) pengembangan infrastruktur kota 
yang aksesibel, (6) pengembangan pinggiran kota,  
                                                          
4
 Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 1. 
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(7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan 
untuk mewujudkan pokok visi “Kota Nyaman Standar Dunia”.5  
Salah satu misi Pemerintah Kota Makassar tersebut, belum 
sepenuhnya terealisasi dengan baik. Berdasarkan penelitian terdahulu, 
ternyata ditemukan bahwa terdapat pembangunan rumah di atas perairan 
pesisir dengan penataan yang belum baik. Faktanya permukiman-
permukiman tanpa status penguasaan atau hak milik masih berkembang 
dan tersebar ditiap sudut Kota Makassar. Salah satu permukiman di 
Kelurahan Tallo adalah hal yang perlu mendapatkan penataan dan 
pengaturan oleh Pemerintah Kota Makassar, karena lingkungan tersebut 
sangat jauh dari yang diharapkan dari salah satu visi tersebut, sampah 
yang berserakan dimana-mana sehingga membuat lingkungan yang tidak 
sehat bagi warga setempat. Ini adalah salah satu hal yang perlu 
diperhatikan bagaimana implementasi dari visi tersebut dan sejauh mana 
perkembangan visi tersebut terhadap Kelurahan Tallo. 
Masalah permukiman illegal atau status hukum rumah  yang 
dibangun di atas tanah negara (laut) ialah tidak adanya kejelasan 
mengenai alas hak kepemilikan rumah tersebut, yang mereka pahami 
hanyalah mereka telah lama menetap dan turun temurun tinggal di sana 
dan akan sulit tentunya bagi mereka untuk mencari tempat baru untuk 
bermukim. 
                                                          
5
 Visi Pemerintah Kota Makassar, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 
daerah kota Makassar 2014-2019, hlm. 144.  
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Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, mengenai permukiman di 
atas perairan pesisir ini yang dapat dikatakan tanpa status hukum 
kepemilikan  yang terdapat di Kota Makassar, maka penulis mengajukan 
skripsi dengan judul “Status Hukum Penguasaan Perairan Pesisir 
untuk Permukiman Penduduk di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang di atas, dan untuk menghindari 
kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penelitian ini, maka 
penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah status penguasaan atas wilayah perairan pesisir 
Kelurahan Tallo untuk permukiman penduduk di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar 
terhadap permukiman penduduk di atas perairan pesisir Kelurahan 
Tallo tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui status penguasaan atas wilayah perairan pesisir 
Kelurahan Tallo untuk permukiman penduduk Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan 
pemerintah Kota Makassar terhadap permukiman penduduk di atas 
perairan pesisir KelurahanTallo tersebut. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah. 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 
perkembangan teori hukum di Indonesia, khususnya dibidang 
keperdataan yang membahas mengenai pertanahan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu 
bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian 
lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan 
pertanahan. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
Kota Makassar dalam penetapan kebijakan penataan di Kecamatan 
Tallo. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak-hak Atas Tanah 
Pengertian tanah jika dilihat dari kamus Besar Bahasa Indonesia 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah ialah merupakan 
permukaan bumi; keadaan bumi disuatu tempat; bahan-bahan dari bumi; 
dasar; sawah, lahan.6 
Selaku fenomena yuridis hukum positif, tanah itu dikualifikasikan 
sebagai permukaan bumi, yang dimana pengertiannya diatur dalam pasal 
4 ayat (1) Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA),  berbunyi: 
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 
Istilah tanah dalam pasal ini ialah permukaan bumi. Makna 
permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap 
orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas 
permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda 
yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan 
hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya 
                                                          
6
 A.K Muda, Ahmad. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reality Publisher. 
hlm. 515. 
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asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan 
tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.7 
Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara dipergunakan 
apa yang disebut asas accesie atau asas pelekatan. Makna asas 
pelekatan yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman 
yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta 
merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan, dengan demikian yang 
dimaksud hak atas tanah meliputi juga kepemilikan hak bangunan dan 
tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada 
kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Pasal 500 dan 571).8 
Hak atas tanah juga merupakan hak yang memberi wewenang 
kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil 
manfaat dari tanah yang dimiliki haknya. Perkataan “menggunakan” 
mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan 
mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “mengambil 
manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk 
kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan 
pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.9 
                                                          
7
 Yudhantoro Panji W, Bagus. 2013. Tinjauan Yuridis Status Tanah Bengkok di 
Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Skripsi. 
Makassar: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. hlm. 9. 
8
 Supriadi. 2009. Hukum Agrarian. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 3. 
9
 Santoso, Urip. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media Grup. 
hlm. 24. 
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1. Hak Penguasaan Tanah 
1.1 Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah 
yang ada di wilayah Negara Indonesia, yang merupakan tanah 
bersama, bersifat abadi, dan menjadi induk bagi hak penguasaan 
yang lain atas tanah.10 
 Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat 
komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, 
yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. Selain itu juga 
mempunyai sifat religious, artinya seluruh tanah yang dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa. Hubungan antara Bangsa Indonesia dan tanah 
bersifat abadi, artinya hubungan antara Bangsa Indonesia dan 
tanah akan terus berlangsung tiada terputus selamanya. Sifat abadi 
artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai Bangsa 
Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada pula, 
dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada satu kekuasaan 
yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan 
tersebut.11 
  
                                                          
10
 Santoso, Urip. Ibid. hlm. 16.  
11
 Santoso, Urip. Ibid. hlm. 17. 
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 Menurut Boedi Harsono, pernyataan tanah yang dikuasai 
oleh Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut 
menunjukkan adanya hubungan hukum di bidang Hukum Perdata. 
Walaupun hubungan hukum tersebut hubungan perdata, bukan 
berarti hak Bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang 
tidak memungkinkan adanya hak milik individual. Hak Bangsa 
Indonesia dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan, 
yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama 
dengan hak milik oleh warga Negara secara individual.12 
 Selain merupakan hubungan hukum perdata, hak Bangsa 
Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk 
mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang hukum 
publik. 
1.2 Hak Menguasai Negara 
 Hak menguasai atas tanah, bersumber pada Hak Bangsa 
Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan 
pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur 
hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak 
mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, 
maka dalam penyelenggaraannya. 
                                                          
12
 Harsono, Boedi. 2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam 
Hubugannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001. Jakarta: Universitas Trisakti. hlm. 43. 
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  Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban 
amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada 
Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.13 
 Isi wewenang hak menguasai Negara atas tanah disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA),  yaitu: 
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) 
pasal ini memberi wewenang untuk: 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, 
air dan ruang angkasa tersebut; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan 
ruang angkasa; 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati, kewenangan 
negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA) merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk 
mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama 
yang merupakan kekayaan Nasional. Tegasnya, hak menguasai 
negara adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa.14 
                                                          
13
 Santoso, Urip. Ibid. hlm. 18. 
14
 Sitorus, Olan dan Nomadyawati. 1994. Hak Atas Tanah dan Kondominum. 
Jakarta: Dasmedia Utama.  hlm .  7. 
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Pola pikiran bahwa Negara hanya menguasai tanah bukan 
memiliki tanah, itu menunjukkan bahwa hubungan hukum antara 
Negara dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah hubungan kekuasaan, bukan 
hubungan kepemilikan, yang dimaksud dengan “hubungan 
kekuasaan” menurut sistem Hukum Agraria Nasional menunjukkan 
adanya kedaulatan rakyat atas seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Sebagaimana yang diketahui bahwa Negara mempunyai fungsi 
mengatur dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.15 
1.3 Hak Perseorangan Atas Tanah  
 Hak penguasaan atas tanah adalah suatu hubungan konkret 
(biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah 
tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu 
sebagai subyeknya atau pemegang haknya.16 
 Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan 
atas tanah. Hak perseorangan atas tanah, adalah hak yang 
memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk memakai 
                                                          
15
 Chomzah, Ali Achmad. 2003. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1. . 
Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 49. 
16
 Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan 
Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Cet. 9. Jakarta: 
Djambatan. hlm. 25. 
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dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat 
dari bidang tanah tertentu.17 
Penguasaan tanah secara legal dapat dimiliki oleh 
perorangan sehingga disebut hak perorangan atas tanah, berarti 
bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara 
perorangan. Tidak ada keharusan untuk menguasai bersama-sama 
secara kolektif, biarpun menguasai dan menggunakan tanah 
secara bersama dimungkinkan dan diperbolehkan. Hal itu 
ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-oranng 
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum.” 
 Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam 
konsepsi hukum tanah nasional, tanah-tanah tersebut dapat 
dikuasai dan dipergunakan secara individual dan tidak ada 
keharusan untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif.  
Persyaratan bagi pemegang hak atas tanah yang merujuk 
kepada perorangan, baik warga Negara Indonesia maupun orang-
orang asing dan badan hukum, juga menunjukkan prinsip 
penguasaan dan penggunaan tanah secara individual tersebut.   
 
 
                                                          
17
 Santoso, Urip. Ibid. hlm. 82. 
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2. Hak Atas Tanah yang dapat diperoleh 
2.1 Hak Milik 
Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori 
bersifat primer adalah hak milik. Sebab, hak milik merupakan hak 
paling utama, terkuat dan terpenuhi dibandingkan hak primer 
lainnya, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 
atau hak-hak lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 
ayat (1) dan (2) Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi: 
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 
mengingat ketentuan dalam pasal 6. 
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Menurut A.P Parlindungan, kata terkuat dan terpenuh itu 
bermaksud untuk membedakan Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya, yaitu untuk 
menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat 
dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh). 
Begitu penting hak milik, pemerintah memberikan perhatian yang 
sangat serius terhadap persoalan hak milik atas tanah tersebut.18  
 Pengertian Pasal 20 ayat (1) Undang-undang tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), tertuang 3 unsur 
yang sangat identik dengan hak milik, yaitu turun temurun, terkuat 
                                                          
18
 Parlindungan, A.P. 1993. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. 
Bandung: Mandar Maju. hlm. 124. 
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dan terpenuh. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat 
berlangsung terus selama pemilik masih hidup dan bila pemiliknya 
meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli 
warisnya sepanjang memenuhi syarat subjek hak milik. Terkuat, 
artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak 
atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah 
dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. 
Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada 
pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah 
yang lain, tidak berinduk dengan hak atas tanah yang lain, dan 
penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak 
atas tanah yang lain.19 
 Menurut Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 Pasal 22, dikatakan 
bahwa ada 3 cara terjadinya hak milik atas tanah20, yaitu: 
 Terjadinya menurut hukum adat 
Terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat, dapat 
dilakukan dengan cara pembukaan tanah dan melalui lidah 
tanah (aanslibing). Pembukaan tanah (pembukaan hutan) 
adalah suatu lokasi yang semula berupa hutan, kemudian 
secara bersama-sama oleh hukum adat yang dipimpin oleh 
kepala adat dibuka menjadi tanah untuk pertanian, tanah untuk 
                                                          
19
 Salle, Aminuddin, dkk. 2010. Hukum Agraria. Makassar: AS Publishing. hlm. 
109. 
20
 Santoso, Urip. Ibid. hlm. 39. 
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permukiman, dan tanah untuk kepentingan bersama 
masyarakat hukum adat. Tanah yang berasal dari hukum adat 
ini dibagikan secara individual kepada masyarakat hukum adat. 
Sedangkan, yang dimaksud lidah tanah (aanslibing) adalah 
timbulnnya tanah yang berada di tepi sungai karena peristiwa 
alam atau bukan perbuatan manusia, tanah ini semakin lama 
semakin mengeras sehingga dapat ditanami. Menurut hukum 
adat ditetapkan bahwa lidah tanah menjadi hak dari pemilik 
tanah yang berbatasan.  
 Terjadi karena penetapan Pemerintah 
Hak milik atas tanah yang ditetapkan oleh pemerintah harus 
dengan permohonan pemberian hak atas tanah Negara kepada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(BPNRI) melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang 
wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Tanah 
yang dimohonkan adalah tanah-tanah yang secara langsung 
dikuasai oleh Negara (vrij lands domein), baik terhadap tanah-
tanah yang memang selama ini belum pernah ada hak di 
atasnya, maupun terhadap tanah-tanah yang sudah pernah ada 
hak di atasnya, yaitu melalui permohonan perubahan status hak 
atas tanah. Misalnya dari status tanah hak guna usaha atau hak 
guna bangunan ataupun hak pakai, dimohonkan untuk diubah 
mejadi hak milik atas tanah. 
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 Terjadi karena ketentuan undang-undang 
Hak milik dapat pula terjadi karena dikehendaki oleh Undang-
undang, misalnya melalui perubahan sistem atau konversi 
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal I, Pasal II, dan 
Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-
undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 
Pasal I ayat (1) menetapkan bahwa hak Eigendom sejak 
berlakunya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA) diubah (dikonversi) menjadi hak milik, 
sepanjang pemilik hak Eigendom memenuhi syarat sebagai 
subjek Hak Milik Atas Tanah. Pada dasarnya, pemilik tanah 
berkewajiban menggunakan atau mengusahakan tanahnya 
sendiri secara aktif. Namun demikian, Undang-undang tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa 
Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleh 
bukan pemiliknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24. Beberapa 
bentuk penggunaan tanah atau pengusahaan tanah Hak Milik 
oleh Bukan pemiliknya, yaitu: Hak Milik atas tanah yang 
dibebani Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas tanah dibebani 
Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha 
Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
Adapun faktor-faktor mengenai hapusnya Hak Milik atas 
tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara, terdapat dalam Pasal 27 
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Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(UUPA)21, yaitu: 
1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 
2. Karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya 
3. Karena ditelantarkan 
4. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai Hak Milik 
atas tanah 
5. Karena pemindahan Hak Milik kepada orang atau badan hukum 
yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik 
Pasal 27 huruf b  menetapkan bahwa Hak Milik atas tanah 
hapus bila tanahnya musnah. Sebidang tanah dapat musnah 
disebabkan oleh bencana alam, misalnya tanah longsor, gempa 
bumi, tsunami. 
Peralihan Hak Milik atas tanah dapat diatur dalam Pasal 20 
ayat (2) Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan (pemindahan 
hak), yang dimaksud beralih disini berarti berpindah Hak Milik 
dikarenakan suatu peristiwa hukum, misalnya kewarisan. 
Sedangkan yang dimaksud dialihkan di sini artinya berpindahnya 
Hak Milik dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum, misalnya 
jual beli, tukar menukar, hibah.22 
 
                                                          
21
 Urip, Santoso. Ibid. hlm. 44. 
22
 Urip, Santoso. Ibid. hlm. 92. 
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2.2 Hak Guna Bangunan 
Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah 
lainnya yang diatur dalam Undang-undang tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak Guna Bangunan (HGB) 
disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  
Secara khusus, Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 35 
sampai dengan pasal 40 Undang-undang tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA). Menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-
undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ketentuan 
lebih mengenai Hak Guna Bangunan diatur dengan peraturan 
perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan di sini 
adalah Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 
Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Hak Guna 
Bangunan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38.23 
Pengertian Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 35 
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu 
tertentu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu paling lama 20 tahun.  
                                                          
23
 Urip, Santoso. Ibid. hlm. 57-58. 
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Berdasarkan pengertian ini, pemegang Hak Guna Bangunan 
berhak untuk mendirikann dan mempunyai bangunan atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu. 
 Hapusnya Hak Guna Bangunan dijabarkan dalam Pasal 35 
Praturan Pemerintah No.40  Tahun 1996, yaitu: 
1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam 
perjanjian pemberiannya; 
2. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang pemegang 
Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka 
waktunya berakhir karena: 
a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak, 
dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan 
Pasal 32; 
b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-
kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak 
Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan 
dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan 
tanah Hak Pengelolaan; atau 
c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
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3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktunya berakhir; 
4. Dicabut berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 1961; 
5. Diterlantarkan; 
6. Tanahnya musnah; 
7. Karena pemegang haknya tidak memenuhi syarat sebagai 
subjek Hak Guna Bangunan. (Ketentuan Pasal 20 ayat 2). 
 Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan 
tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang 
Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-
benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada 
Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya satu tahun 
sejak hapusnya Hak Guna Bangunan, dalam hal bangunan dan 
benda-benda masih diperlukan, maka bekas pemegang hak 
diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Presiden. Jika bekas pemegang Hak Guna 
Bangunan lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka bangunan 
dan benda yang ada diatasnya itu dibongkar oleh Pemerintah atas 
biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan.24 
 
 
 
                                                          
24
 Yudhantoro Panji W, Bagus. Ibid. hlm. 24. 
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2.3 Hak Pengelolaan 
Didalam praktek dikenal pula adanya hak pengelolaan yang 
bersumber pada Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, dimana perumusan mengenai hak pengelolaan 
tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 
Tahun 1974 Pasal 3, dengan mengubah seperlunya ketentuan 
dalam dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 tentang 
“Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan 
ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya”, hak pengelolaan 
sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (a) 
berisikan wewenang untuk: 
1. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan; 
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 
pelaksanaannya usahanya; 
3. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada 
pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh 
perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-
segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu dan 
keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak 
atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan 
dilakukan oelh pejabat-pejabat yang berwenang. 
 
 Hak Pengelolaan yang dimaksudkan di atas adalah Hak 
Penguasaan atas tanah Negara, dengan maksud disamping untuk 
dipergunakan sendiri oleh si pemegang, juga oleh pihak pemegang 
memberikan sesuatu Hak kepada pihak ketiga.25 Adapun alasan 
hapusnya hak pengelolaan ialah karena: 
                                                          
25
 Chomzah, Ali Achmad. Ibid. hlm. 55. 
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1. Dilepaskan oleh pemegang haknya 
2. Dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan 
pemberian haknya; 
3. Dicabut oleh Negara untuk kepentingan umum; 
4. Karena berakhir jangka waktunya. 
 Selain penguasaan, tanah negara dengan hak pengelolaan 
dapat merupakan dasar untuk menyelenggarakan perusahaan 
tanah oleh daerah-daerah dan instansi-instansi lain. Pada 
umumnya tanah-tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan itu 
merupakan tanah-tanah bangunan yang sudah dimatangkan sendiri 
oleh penerima hak. 
B. Permukiman 
Menurut Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Kawasan Permukiman, ditegaskan bahwa permukiman merupakan bagian 
lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berupa kawasan 
perkotaan maupun pedesaan, serta berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
kehidupan.  
Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan 
pada tiga permasalahan pokok, yaitu keterbatasan penyediaan rumah, 
meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak 
layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan 
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utilitas umum yang juga tidak memadai, serta pemukiman kumuh yang 
semakin luas.26 
Tujuan diselenggarakannya kawasan permukiman menurut 
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3, yaitu: 
1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman; 
2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proporsional melalui 
pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman 
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan 
kepentingan, terutama bagi MBR (Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah); 
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam 
bagi pembangunan perumahan dengan tetap 
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik 
dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; 
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 
5. Menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan 
budaya; 
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan 
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 
teratur, terpadu dan berkelanjutan. 
 
1. Jenis-jenis Permukiman 
Perumahan dan pemukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita 
pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan 
pembangunan. Pemukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak 
layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang 
berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat.  
 
                                                          
26
 Pemekas, R. 2013. Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan 
Permukiman. Bandung: Pustaka Jaya. hlm. 194. 
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Pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah 
bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi 
syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi 
kehidupan. 
Menurut Bintarto, ada beberapa macam pola-pola permukiman27, 
diantaranya: 
1. Mengikuti Jalan 
Pada daerah ini, permukiman berada di sebelah kanan dan kiri jalan. 
Umumnya pola permukiman seperti ini banyak terdapat di dataran 
rendah yang morfologinya landai (agak miring tapi tidak curam) 
sehingga memudahkan pembangunan jalan-jalan di permukiman. Pola 
ini terbentuk secara alamai untuk mendekati sarana transportasi. 
2. Mengikuti rel kereta api 
Pada daerah ini, permukiman berada disebelah kanan dan kiri rel 
kereta api. Umumnya pola permukiman seperti ini banyak terdapat di 
daerah perkotaan dan daerah yang padat penduduknya. 
3. Mengikuti alur sungai 
Pada daerah ini, permukiman terbentuk memanjang mengikuti aliran 
sungai. Biasanya pola permukiman ini terdapat didaerah pedalaman 
yang memiliki sungai-sungai besar. Sungai sungai tersebut memiliki 
fungsi yang sangat penting bagi kehiudupan penduduk. 
4. Mengikuti garis pantai 
                                                          
27
 Bintarto, R. 1987. Metode Analisa Geografi. Jakarta: LP3ES. 
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Daerah Pantai pada umumnya merupakan permukiman penduduk 
yang bermata pencaharian nelayan. Pada daerah ini, permukiman 
terbentuk memanjang mengikuti garis pantai. Hal ini untuk 
memudahkan penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu 
mencari ikan dilaut. 
5. Pola permukiman terpusat 
Pola permukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil 
dan menyebar, umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah 
dataran tinggi yang berelief kasar dan terkadangan daerahnya terisolir.  
6. Pola permukiman tersebar 
Pola permukiman tersebar terdapat didaerah dataran tinggi atau 
daerah gunung api dan daerah-daerah kurang subur. Pada daerah ini, 
penduduk akan mendirikan permukiman secara tersebar karena 
mencari daerah yang tidak terjal, morfologinya rata dan relatif aman. 
Berdasarkan sifatnya, permukiman dibagi menjadi beberapa jenis28, 
yaitu: 
1. Pemukiman Perkampungan  Tradisional 
Perkampungan seperti ini biasanya penduduk atau masyarakatnya 
masih memegang teguh tradisi lama. Kepercayaan, kebudayaan dan 
kebiasaan nenek moyangnya secara turun temurun dianutnya secara 
kuat. Tidak mau menerima perubahan perubahan dari luar walaupun 
dalam keadaan zaman telah berkembang dengan pesat. 
                                                          
28
 Sadana, S. Agus. 2014. Perencananaan Kawasan Permukiman. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 
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2. Permukiman Darurat 
Jenis perkampungan ini biasanya bersifat sementara (darurat) dan 
timbulnya perkampungan ini karena adanya bencana alam. Untuk 
menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir maka dibuatkan 
perkampungan darurat pada daerah/lokasi yang bebas dari banjir. 
Mereka yang rumahnya terkena banjir untuk sementara ditempatkan di 
perkampungan ini untuk mendapatkan pertolongan bantuan  makanan, 
pakaian dan obat-obatan 
3. Permukiman Kumuh (Slum Area) 
Jenis permukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi yaitu 
perpindahan penduduk dari kampung (pedesaan) ke kota. Yang pada 
umumnya berniat ingin mencari kehidupan yang lebih baik, 
penghasilan lebih baik dan lain sebagainya.  Sulitnya mencari kerja di 
kota akibat sangat banyak pencari kerja, sedang tempat bekerja 
terbatas.  Sehingga dikota yang pada umumnya sulit mendapatkan 
tempat tinggal yang layak dan pantas hal ini karena tidak terjangkau 
oleh penghasilan (upah kerja) yang mereka dapatkan setiap hari, 
akhirnya meraka membuat gubuk-gubuk sementara (gubuk liar), yang 
tidak sesuai dengan standar kesehatan yang ditentukan, biasanya 
permukiman ini terletak ditepian sungai atau pinggiran kota. 
Permukiman kumuh sangat mencolok karena tempatnya yang kotor, 
bangunan yang tidak teratur, serta masyarakatnya yang terlihat tidak 
perduli lingkungan. 
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4. Pemukiman Transmigrasi 
Jenis pemukiman semacam ini di rencanakan oleh pemerintah yaitu 
suatu daerah pemukiman yang digunakan  untuk tempat 
penampungan penduduk yang dipindahkan dari suatu daerah yang 
padat penduduknya ke daerah yang jarang atau kurang penduduknya 
tapi luas daerahnya, disamping itu jenis pemukiman ini merupakan 
tempat pemukiman bagi orang-orang yang ditransmigrasikan akibat 
ditempat aslinya sering dilanda banjir atau sering mendapat gangguan 
dari kegiatan gunung berapi. Meraka telah disediakan rumah, dan 
tanah garapan untuk bertani oleh pemerintah dan diharapkan mereka 
nasibnya atau penghidupannya akan lebih baik jika dibandingkan 
dengan kehidupan di daerah aslinya. 
5. Perkampungan Untuk Kelompok-Kelompok Khusus 
Perkampungan seperti ini dibiasanya dibangun oleh pemerintah 
dan masyarakat diperuntukkan bagi orang-orang atau kelompok-
kelompok orang yang sedang menjalankan tugas tertentu yang telah 
direncanakan. Penghuninya atau orang orang yang menempatinya 
biasanya bertempat tinggal untuk sementara, selama yang 
bersangkutan masih bisa menjalankan tugas. setelah cukup selesai 
maka mereka akan kembali  ke tempat/daerah asal masing-masing. 
Contohnya adalah perkampungan atlit (peserta olahraga pekan 
olahraga nasional), Perkampungan orang-orang yang akan naik haji, 
perkampungan perkemahan pramuka dan lain-lain). 
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6. Permukiman Baru (real estate) 
Permukiman semacam ini di rencanakan pemerintah dan bekerja 
sama dengan pihak swasta. Pembangunan tempat permukiman ini 
biasanya dilokasi yang sesuai untuk suatu permukiman (kawasan 
permukiman). Ditempat ini biasanya keadaan kesehatan lingkunan 
cukup baik, ada listrik, tersedianya sumber air bersih, baik berupa 
sumur pompa tangan (sumur bor) atau pun air PAM/PDAM, sistem 
pembuangan kotoran dan air kotornya direncanakan secara baik, 
begitu pula cara pembuangan sampahnya di koordinir dan diatur 
secara baik. Selain itu ditempat ini biasanya dilengakapi dengan 
gedung-gedung sekolah yang dibangun dekat dengan tempat-tempat 
pelayanan masyarakat seperti poskesdes/puskesmas, pos keamanan, 
kantor pos, pasar dan lain lain. Jenis pemukiman seperti ini biasanya 
dibangun dan diperuntukkan bagi penduduk masyarakat yang 
berpenghasilan menengah keatas. 
 
2. Permukiman Dalam Kaitannya dengan Tata Ruang Kota 
Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk 
mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang 
terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan 
rencana tata ruang.  
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Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk 
memenuhi hak warga Negara atas tempat tinggal yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin 
kepastian bermukim, yang wajib dilakasanakan sesuai dengan arahan 
pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. 
Tanah merupakan matriks dalam sistem ruang. Tanah adalah 
ruang daratan yang memiliki wujud nyata, digunakan, dikuasai, dan 
menjadi tempat kehidupan dan penghidupan. Dalam kenyataannya, di 
atas tanah telah ada berbagai bentuk penggunaan tanah dan penguasaan 
tanah yang diselenggarakan oleh rakyat, dalam kenyataannya pula bahwa 
yang dimaksudkan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang ini 
hampir dipastikan adalah daratan atau tanah. Oleh karena itu, setiap 
penataan ruang akan bermakna penataan atau pengaturan kembali 
penggunaan tanah dan penguasaan tanah yang diselenggarakan oleh 
rakyat.29 
Pada umumnya, berbagai masalah lahan yang timbul disebabkan 
karena konflik kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan ruang. 
Diantara berbagai masalah yang paling menonjol30, adalah: 
1. Tumpang tindihnya peruntukkan ruang, antara kegiatan kegiatan 
pembangunan sektoral. Misalnya pertanian dengan industri, antara 
                                                          
29
 Limbong, Bernhard. Ibid. hlm. 310. 
30
 Emirzon, Joni. 1995. Kawasan Industri dalam Rangka Pelaksanaan Penataan 
Ruang di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Tesis. Palembang: Program Sarjana 
Ilmu Hukum. hlm. 10. 
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kegiatan pembangunan sektoral dengan masyarakat (penggusuran) 
dan antara masyarakat dengan masyarakat; 
2. Perubahan penggunaan ruang yang tidak terkendali; 
3. Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan potensi atau 
kemampuan ruang; 
4. Penggunaan ruang secara tidak efisien atau tidak sesuai dengan 
fungsinya sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti 
kerusakan tanah, kemerosotan produktifitas, tanah longsor dan banjir. 
Permasalahan yang harus dihadapi dalam penataan ruang adalah 
bagaimana mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan 
yang bersifat publik di atas bidang-bidang tanah yang telah dilekati 
dengan berbagai hak atas tanah yang bersifat privat. Penataan 
penggunaan tanah dan penguasaan tanah yang telah berlangsung di 
tengah masyarakat agar menjadi selaras dengan tujuan kepentingan 
umum, yang direpresentasikan dengan rencana tata ruang.31 
Agar tanah dapat dipergunakan secara efesien untuk 
menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang beraneka ragam 
intensitasnya, terutama di daerah perkotaan, maka penyediaan dan 
penggunaan tanah diatur pada suatu rencana induk yang disebut Master 
Plan (rencana tata guna tanah), dalam rencana tata guna tanah inilah 
yang mengatur manfaat dan penggunaan tanah secara optimal, terinci 
berdasarkan pada rencana induk kota.  
                                                          
31
 Limbong, Bernhard. Ibid. hlm. 310. 
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Mengenai Tata Ruang Kota, Makassar memiliki misi dan tujuan 
penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Kota Makassar 2010-2030 
adalah sebagai berikut (Tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Tahun 2010-2030 tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2010-2030):  
Pasal 3 
(3) Misi penataan ruang adalah: 
a. Membangun Makassar yang berbasis pada masyarakat; 
b. Mengembangkan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan; 
c. Mengembalikan Makassar ke Kota Dunia dengan kearifan 
lokal. 
(4) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota secara khusus adalah 
mewujudkan ruang wilayah Makassar sebagai kota tepian air 
kelas dunia yang didasari keunggulan dan keunikan local 
menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global demi 
ketahanan nasional serta wawasan nusantara yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan. 
 
 
Dalam meningkatkan pembangunan, Pemerintah Kota Makassar 
telah menetapkan pola dasar pembangunan daerah untuk lebih 
meningkatkan atau menciptakan iklim yang menunjang pertumbuhan 
perumahan, permukiman dan industri. Oleh karena itu, semakin 
ditingkatkan usaha penataan dan pengaturan wilayah pada kawasan 
perumahan dan permukiman yang tepat sesuai dengan tata perencanaan 
kota. Ditinjau dari segi fisik, permasalahan utama penataan ruang di perkotaan 
disebabkan hal-hal sebagai berikut32: 
a. Semakin berkurangnya ruang terbuka yang disebabkan oleh semakin 
banyaknya bangunan sehingga penggunaan tanah  pun tak 
                                                          
32
 Perdanawati Hasanuddin, Bani. 2014. Implementasi Revitalisasi Permukiman 
Kumuh di Kota Makassar. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
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terkendalikan sehingga tanah yang sebenarnya untuk ruang terbuka 
atau taman-taman sebagai paru-paru kota banyak disalahgunakan 
untuk bangunan gedung-gedung perkantoran, perumahan, maupun 
pengembangunan infrastruktur daerah perkotaan sendiri oleh 
pemerintah seperti pembangunan jalan raya.  
b. Menjamurnya perumahan kumuh yang disebabkan oleh arus 
urbanisasi, sebab orang-orang yang melakukan urbanisasi tersebut 
tidak seharusnya mempunyai tanah atau rumah diperkotaan untuk 
ditinggali karena berpaling lagi kepada permasalahan ekonomi, 
dimana untuk membeli tanah dan rumah diperkotaan membutuhkan 
biaya yang sangat besar sehingga mereka membangun rumah liar di 
lokasi-lokasi pinggiran perkotaan, dan hal ini mengakibatkan timbulnya 
perkampungan kumuh di tengah-tengah wilayah perkotaan.  
c. Terjadinya penyerobotan tanah di pusat-pusat kota maupun di pinggir-
pinggir kota yang banyak mengakibatkan permasalahan dikemudian 
hari.  
d. Minimnya ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu permasalahan 
yang timbul di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau di kota-kota 
besar kini keluasannya semakin surut, hal itu diakibatkan 
perkembangan pembangunan di perkotaan yang pesat. Ruang terbuka 
hijau cenderung mengalami konservasi lahan menjadi kawasan 
terbangun. Alih fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan kerusakan 
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lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam 
menopang kehidupan masyarakat perkotaan. 
e. Terjadinya urbanisasi secara perlahan mempengaruhi praktis 
penataan ruang di perkotaan, hal ini berhubungan dengan adanya 
pertambahan populasi akibat urbanisasi tersebut yang beriringan 
dengan kebutuhan akan tanah yang subur di daerah sekelilingnya, 
termasuk diantaranya ruang-ruang terbuka di wilayah perkotaan yang 
berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem setempat. 
Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir 
masyarakat pedesaan, dalam hal ini pengetahuan kaum urban 
mengenai penataan ruang justru merugikan para urbanisan sendiri, 
yang akibatnya menjadi beban masyarakat kita pada umumnya, dan 
pengelola kota pada khususnya.  
Penataan ruang khususnya kota-kota di Indonesia masih dilihat  
hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan dan pembangunan 
cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target pertumbuhan 
ekonomi, ataupun untuk memenuhi kebutuhan pengembangan suatu 
kawasan tertentu yang tak isa di hindari. Orientasi penataan kota yang 
demikian itu kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan 
ruang yang sesuai peruntukannya. Semestinya, secara konseptual, 
rencana tata ruang itu dikonsepkan sebagai suatu rencana yang disusun 
secara menyeluruh terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor 
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pengembangan serta pembangunan kota dalam suatu rangkaian yang 
bersifat terpadu.33 
Selain memiliki tujuan, tata ruang permukiman pun memiliki 
manfaat, yaitu: 
a. Pembangunan infrastruktur 
b. Investasi 
c. Kelestarian lingkungan dan bencana 
d. Perkembangan kota 
 
3. Permukiman dalam Kaitannya dengan Lingkungan 
Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup yang 
digunakan sebagai tempat tinggal dari sekelompok manusia yang saling 
berinteraksi serta berhubungan setiap hari dalam rangka untuk 
mewujudkan masyarakat yang tenteram, aman dan damai.  Kesehatan 
perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan 
biologik. Sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat 
kesehatan yang optimal. Oleh karena pentingnya kesehatan lingkungan di 
sekitar permukiman, maka hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan 
harus diutamakan demi keberlangsungan jangka panjang. 
Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan 
lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu 
sendiri, sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh 
                                                          
33
 Limbong, Bernhard. Ibid. hlm. 313. 
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sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga 
dan masyarakat. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan 
pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 
No.829/Menkes/SK/VII/1999 meliputi parameter sebagai berikut: 
1. Bahan Bangunan 
 Tidak terbuat dari bahan-bahan yang dapat mengeluarkan zat-zat 
yang membahayakan kesehatan, antara lain: debu total tidak lebih 
dari 150mg/m3, asbes tidak melebihi 0,5 fiber/m3/jam dan timah 
hitam tidak melebihi 300mg/kg. 
 Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan 
berkembangnya mikroorganisme pathogen. 
2. Komponen penataan ruang 
 Lantai kedap air dan mudah dibersihkan 
 Dinding. Di ruang tidur dan ruang keluarga dilengkapi dengan 
varian ventilasi sebagai tempat pertukaran udara dan di kamar 
mandi serta tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan 
 Langit-langit rumah mudah dibersihkan dan tidak rawan 
kecelakaan; 
 Bumbungan rumah 10 m dan ada penangkal petir; 
 Ruang ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; 
 Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap 
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3. Pencahayaan 
Pencahayaan alam dan/atau buatan langsung maupun tidak langsung 
dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux dan 
tidak menyilaukan. 
4. Kualitas udara 
Kualitas udara dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut: 
suhu udara berkisar antara 18-30 derajat celcius, kelembaban udara 
berkisar antara 40%-70%, konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 
ppm/8jam dan konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120mg/m. 
5. Ventilasi 
Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% 
dari luas lantai. 
6. Air 
Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/orang/hari 
dan kualitas air minum harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih 
dan/atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yaitu Permenkes 416 tahun 1990 dan Kepmenkes 907 
tahun 2002. 
7. Limbah 
Limbah cair yang berasal dari rul.mah tidak mencemari sumber air, 
tidak menimbulkan baud an atau mencemari permukaan tanah. 
Sedangkan limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, 
pencemaran terhadap permukaan tanah serta air. 
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8. Kepadatan hunian ruang tidur 
Luas ruangan tidur minimal 8m dan tidak dianjurkan lebih dari 2 orang 
dalam satu ruang tidur, kecuali anak dibawah 5 tahun. 
Perubahan keseimbangan lingkungan sekarang ini diantaranya 
disebabkan oleh perilaku manusia. Manusia hiudp disuatu lingkungan dan 
mempengaruhi lingkungan tersebut. Hubungan timbal balik tersebut 
bersifat kompleks, serta membentuk suatu keseimbangan yang disebut 
keseimbangan ekosistem. Sepanjang hubungan keseimbangan tersebut 
terjaga, maka ekosistem dalam keadaan harmonis. Namun apabila terjadi 
sesuatu yang melebihi daya dukung lingkungan atau mengancam 
keberlangsungan komponen lingkungan yang ada, maka timpanglah 
keseimbangan ekosistem tersebut.34 
Kesehatan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan melalui 
penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan 
terutama perpipaan, penyediaan tempat pembuangan sampah, 
penyediaan sarana pembuangan air limbah, serta berbagai sarana 
sanitasi lingkungan lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan berbagai 
sub sistem, yang terdiri dari aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, 
peraturan perundang-undangan, peran serta masyarakat seta 
kemampuan sumber daya manusia.35 
 
                                                          
34
 Pamekas, R. Ibid. hlm. 33. 
35
 Pamekas, R. Ibid. hlm. 32. 
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C. Perairan Laut dan Pesisir 
Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah air yang berada di 
perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. 
Bumi, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 
 Air yang dimakasud pada ayat tersebut merupakan pengertian 
Agraria dalam arti luas. Sehingga, perairan laut dan pesisir dapat 
dikategorikan sebagai agrarian dalam arti luas sebagaimana yang 
terdapat dalam 1 ayat (5) Undang-undang tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA) tersebut diatas. 
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di 
dunia. Wilayah kepulauan Indonesia sangat luas, luas daratannya adalah 
1,92 juta kilometer persegi, dan luas perairan laut nusantara dan laut 
territorial adalah 3,1 juta kilometer persegi dan luas perairan ZEE (Zona 
Ekonomi Ekslusif) adalah 2,7 juta kilometer persegi, dan memiliki garis 
pantai sepanjang 81.000 kilometer. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, di 
Kawasan Barat Indonesia (KBI) terdapat pulau-pulau besar, yaitu 
Sumatra, Kalimantan dan Jawa, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia 
(KTI) meliputi Sulawesi dan Pulau Irian Jaya (sekarang Papua), serta 
Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara.36 
                                                          
36
 Adisasmita, Rahardjo. Ibid. hlm. 29. 
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Secara khusus di Indonesia, terdapat beberapa contoh objek-objek 
ruang perairan37, diantaranya yaitu: 
1. Bangunan atas air (tempat tinggal, hotel, tempat ibadah, restoran dan 
lain lain) 
2. Wahana Pengeboran lepas pantai (ada di Laut Jawa, Kepulauan 
Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) 
3. Budidaya rumput laut salah satunya di Pantai Timur Bali dan Pantai 
Utara Jawa. Budidaya mutiara, salah satunya di Talise Sulses, 
Banggai Sulteng. Budidaya ikan, salah satunya ada di Kepulauan 
seribu. 
4. Permuhan terapung (contohnya di Muara Sungai Barito Banjarmasin) 
5. Pasar terapung (contohnya di Muara Sungai Barito Banjarmasin) 
6. Perkampungan nelayan (contohnya Suku Laut di Pulau Mapur, dan 
Muara Sungai Papua) 
7. Taman laut nasional (contohnya di Bunaken dan Pangandaran) 
8. Jalur pelayaran kapal (terdapat di hamper seluruh wilayah pesisir dan 
laut Indonesia) 
9. Kultur adat (misalnya Suku Bajo) 
10. Kawasan pariwisata laut 
11. Jaringan pipa dan kabel bawah laut (contohnya disepanjang perairan 
laut sebelah utara Pulau Bintan). 
                                                          
37
 Simamora, Niko Saripson P. 2012. Kajian Terhadap Objek-objek Ruang 
Perairan Menuju Kearah Pengelolaan Kadaster Kelautan di Indonesia. Skripsi. Bandung: 
Program Sarjana Institut Teknologi Bandung. hlm. 31. 
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Pengertian Perairan Pesisir yang tercantum dalam Undang-undang 
No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 
tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
ialah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil 
laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan 
pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.  
Pengaruh yang beragam terhadap wilayah pesisir menyebabkan 
batas fisik wilayah pesisir dan laut sangat beragam, yaitu meliputi daerah 
pesisir (coastal area), pesisir (shore), pantai (beach), daerah pasang surut 
(intertidal) dan perairan dangkal. Penjelasan mengenai batasan 
pendekatan wilayah pesisir tersebut, yaitu:38  
1. Pendekatan ekologis: wilayah pesisir merupakan kawasan daratan 
yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang 
surut dan intrusi air laut; dan kawasan lautan masih dipengaruhi oleh 
proses-proses daratan seperti sedimentasi dan pencemaran. 
2. Pendekatan administrasi: wilayah pesisir adalah wilayah yang secara 
administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari 
kecamatan atau kabupaten/kota yang mempunyai laut dank ke arah 
laut sejauh 12 mil garis pantai untuk provinsi atau 1/3-nya untuk 
kabupaten/kota. 
                                                          
38
 Sara, La. Pengelolaan Wilayah Pesisir (Gagasan Memelihara Aset Wilayah 
Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa). Bandung: Alfabeta.. hlm. 13. 
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3. Pendekataan perencanaan: wilayah pesisir merupakan wilayah 
perencanaan pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada 
penanganan isu-isu yang akan dikelola secara bertanggung jawab. 
Adapun ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir menurut Undang-
undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Nomor 27 tahun 2007 Pasal 2, yaitu: 
 
“Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan 
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke 
arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan 
ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.” 
 
 Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi 
wilayah pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan 
di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya serta 
pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan 
dan mempunyai potensi cukup besar untuk yang pemanfaatannya 
berbasis sumberdaya, lingkungan dan masyarakat.39 
                                                          
39
 Sara, La. Ibid. hlm. 13 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini berlokasi di wilayah perairan pesisir Kelurahan Tallo, 
Kecamatan Tallo Kota Makasar. Dasar pertimbangan sehingga memilih 
daerah tersebut sebagai lokasi penelitian ialah karena pada lokasi 
tersebut terdapat sekelompok masyarakat yang mendirikan bangunan di 
atas perairan pesisir yang dimana pemerintah Kota Makassar juga 
memiliki salah satu kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan 
pemanfaatan dan penataan ruang wilayahnya. Oleh karena itu, penulis 
tertarik untuk meneliti masalah hukum dan sejauh mana implementasi 
pemerintah berkenaan dengan hal tersebut.   
 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pemilik 
rumah yang dibangun di atas perairan pesisir yang terdapat di Kelurahan 
Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling 
terhadap pemilik rumah permukiman di atas perairan pesisir tersebut yang 
dianggap dapat mewakili keseluruhan sampel penelitian sebagai 
responden. 
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 Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang penduduk 
yang ditetapkan sebagai responden yang bermukim di atas perairan 
pesisir Tallo tepatnya pada RT 05 RW 02, Kelurahan Tallo, Kecamatan 
Tallo, Kota Makassar. Sedangkan sebagai narasumber yaitu Ketua RT 
daerah Setempat, Kelurahan Tallo, Camat Tallo, Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Makassar, Bappeda Kota Makassar dan Dinas Tata 
Ruang Kota Makassar, yang masing-masing satu informan setiap instansi. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data yang mempunyai hubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber 
data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah pengumpulan data melalui field research berupa 
data yang diperoleh secara langsung dari wawancara terbuka. Data 
primer juga merupakan data yang memiliki tingkat validitas dan 
reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan 
dalam penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 
library research, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, 
aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan 
erat dengan masalah yang akan diteliti 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara langsung dari 
responden di lapangan melalui wawancara kepada pihak responden yang 
terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selain itu 
dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan 
melalui pengkajian informasi tertulis yang berasal dari sumber yang 
relevan dengan materi penelitian. 
 
E. Analisis Data 
Berdasarkan perolehan data primer maupun data sekunder, penulis 
menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mendeskriptifkan data 
tersebut yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan. 
Penyajian data secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menggambarkan, dan memecahkan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil Umum Lokasi Penelitian Secara Luas 
Secara garis besar, lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan 
Tallo, Kecamatan Tallo, kota Makassar. Kota Makassar merupakan 
Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai barat 
Pulau Sulawesi dengan luas wilayah 175,77 km2 dan  berada 
dalam titik koordinat 119°24’17’38" BT dan 5°8’6’19" LS dengan 
batas-batas wilayah administratif sebagai berikut; 
 Sebelah Utara : Kabupaten Maros 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa 
 Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros 
 Sebelah Barat : Selat Makassar 
Dilihat dari perkembangannya Kota Makassar termasuk salah 
satu golongan kota yang sudah tua di negera ini. Sebagai kota 
yang dasar pertumbuhannya diawali sebagai kota pelabuhan dan 
perdagangan, Makassar dikenal juga sebagai kota tepian pantai 
(Water Front City). Secara administratif, kota Makassar terbagi atas 
14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Rincian luas masing masing 
kecamatan, diperbandingkan dengan presentase luas wilayah kota 
Makassar ialah sebagai berikut: 
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Tabel 2.  Luas Area dan Persentase Menurut Kecamatan Terhadap 
Luas Wilayah di Kota Makassar 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Luas Area 
(km²) 
Persentase 
Terhadap Luas 
Kota Makassar 
(1) (2) (3) (4) 
010 MARISO 1,82 1,04 
020 MAMAJANG 2,25 1,28 
030 TAMALATE 20,21 11,50 
031 RAPPOCINI 9,23 5,25 
040 MAKASSAR 2,52 1,43 
050 UJUNG PANDANG 2,63 1,50 
060 WAJO 1,99 1,13 
070 BONTOALA 2,10 1,19 
080 UJUNG TANAH 5,94 3,38 
090 TALLO 5,83 3,32 
100 PANAKKUKANG 17,05 9,70 
101 MANGGALA 24,14 13,73 
110 BIRINGKANAYA 48,22 27,43 
111 TAMALANREA 31,84 18,12 
7371 MAKASSAR 175,77 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik  Kota Makassar 2014 
 
Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Tallo memiliki luas 
wilayah 5,83 km2 atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota 
Makassar. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan 
elevasi 1-3m di atas permukaan laut. Pantai Kecamatan Tallo 
merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara 
sungai Tallo, sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan 
pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta 
merupakan pantai yang landai.  
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Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat 
dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke 
arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di 
muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini 
sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan 
permukiman pantai (pinggir muara sungai Tallo) dan pantai paling 
barat Kelurahan Tallo.40 
2. Profil Umum Fokus Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini berfokus pada Kelurahan Tallo, tepatnya 
pada RW 002, RT 005 Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota 
Makassar. Lokasi penelitian terdapat permukiman penduduk di atas 
laut Tallo, seperti pada gambar dibawah ini: 
Gambar 1. Deretan rumah penduduk yang berada di atas laut. 
 
  
                                                          
40
 RPJMD Kota Makassar 2014-2019. 
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Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar, memiliki 
luas wilaya 59, 520 Ha, dengan jumlah penduduk Kelurahan Tallo 
sebanyak 9.793 jiwa. Rinciannya sebagai berikut: 
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Tallo 
 
 
Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Tallo (Laporan Bulanan Desember 2016) 
Dibagi dalam 5 RW dan 26 RT, dengan luas masing-masing 
RW: RW 01 = 8,005 Ha, RW 02 = 4,484 Ha, RW 03 = 9,761 Ha, 
RW 04 = 14,280 Ha dan RW 05 = 22,990 Ha. 
Secara Geografis, Kelurahan Tallo berbatasan dengan; 
 Sebelah Utara; Selat Makassar 
 Sebelah Selatan ;Kelurahan Buloa dan Kaluku Bodoa 
Kecamatan Tallo 
 Sebelah Barat; Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah 
 Sebelah Timur; Sungai Tallo 
Bersumber pada Rencana Tindak Penataan Lingkungan 
Permukiman Kelurahan Tallo dari Kantor Kelurahan Tallo, untuk 
kawasan prioritas Kelurahan Tallo berada pada RW 04 yaitu 
wilayah Mangarabombang, yang berada di pesisir pantai utara 
Kelurahan Tallo, yang terdiri dari area permukiman pantai.  
Laki-laki 4930 jiwa 
Perempuan 4863 jiwa 
Jumlah 9793 jiwa 
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Kelurahan Tallo merupakan wilayah yang memadai untuk 
pengembangan kebudayaan. Rencana umum penataan pada 
kawasan ini adalah menata lingkungan permukiman yang ada di 
kawasan prioritas Kelurahan Tallo menjadi area permukiman yang 
lebih tertata, bersih dan sehat, membangun infrastruktur jalan, 
sanitasi, sumber air, mengingat ketersediaan air bersih merupakan 
salah satu masalah yang dihadapi warga masyarakat Tallo. Berikut 
adalah beberapa foto di lokasi penelitian, RT 05, RW 02, 
Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar: 
Gambar 2. Pengambilan foto permukiman penduduk  
di atas perairan laut Tallo dari daratan pesisir 
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Gambar 3. Beberapa kapal nelayan yang sementara berlabuh dan 
nampak di sisi kanan jembatan terdapat permukiman penduduk di 
atas laut Tallo. 
 
 
Gambar 4. Nampak jelas kondisi rumah warga yang dapat 
dikategorikan kumuh atau tidak layak huni, dan dengan keadaan air 
laut yang nampak sangat keruh. 
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B. Penguasaan Wilayah Perairan Pesisir Untuk Permukiman  
1. Status Penguasaan Perairan Pesisir untuk Permukiman 
Penduduk 
Masyarakat wilayah perairan pada umumnya bermukim dan 
membentuk populasi yang kemudian menjadi sebuah 
desa/pemukiman. banyaknya masyarakat menggunakan dan 
memanfaatkan wilayah perairan untuk mengambil manfaat dari 
semua sumber daya perairan. Masyarakat yang hidup dalam 
wilayah perairan tersebut dalam aktifitas kesehariannya 
menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, 
sebagai tempat tinggal kawasan tersebut juga merupakan area 
yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup mereka. Akan 
tetapi, masyarakat dalam menikmati hasil dari sumber daya 
perairan tersebut harus tetap menjaga dan melestarikannya 
dengan tidak merusak wilayah perairan tersebut. 
Penguasaan wilayah pesisir ini sudah sangat jelas tercantum 
dibeberapa undang-undang dan peraturan terkait mengenai siapa 
yang dapat menguasai wilayah tersebut. Salah satunya ialah  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. 
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 Walaupun sejatinya, di Indonesia belum diterbitkankannya 
secara khusus mengenai pengaturan kepemilikan hak milik 
permukiman di atas air secara sah, terkait bermukim di atas 
perairan pesisir, dan hanya mempertegas mengatur mengenai 
hak-hak atas tanah saja. Akan tetapi, air dan laut sudah termasuk 
dalam pengertian Agraria secara luas, dan tentu saja yang 
demikian itu di kuasai oleh Negara. Sebagaimana yang tercantum 
dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) yang berbunyi: 
“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi serta air 
adalah hubungan yang bersifat abadi. Pengertian air termasuk baik 
perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Wilayah yang 
dikuasai masyarakat pesisir itu pada umumnya adalah tanah milik 
Negara atau dikuasai oleh Negara, dengan kata lain, jika 
masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati 
wilayah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, secara 
garis besar mereka hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan 
dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah di jelaskan dalam 
Undang-undang terkait. Oleh karena wilayah tersebut adalah  milik 
Negara, jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah 
tersebut, maka mayarakat yang bermukim di wilayah tersebut 
berkewajiban meninggalkan wilayah tersebut. 
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Hal tersebut jelas ditegaskan bahwa Wilayah pesisir adalah 
milik Negara, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah tetap 
mengakui, menghormati,  dan melindungi hak-hak masyarakat 
adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun 
termurun.  
Masyarakat adat menurut Undang-undang No. 27 Tahun 
2007 ialah sekelompok masyarakat pesisir yang secara turun 
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya 
ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem 
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.  
Salah satu contoh kelompok masyarakat adat yang 
bermukim di atas perairan laut ialah Suku Bajo, mereka yang telah 
bermukim di sana sejak dulu dan bahkan awalnya mereka hanya 
hidup di atas perahu dan terus berpindah hingga akhirnya menetap 
disuatu daerah. Jadi sudah sangat jelas jika sebagian jiwa mereka 
adalah lautan, yang juga turun temurun dari nenek moyang 
mereka. Mayarakat adat ini diistimewakan, karena tidak sedikit 
masyarakat adat yang telah bermukim di atas perairan laut sejak 
dulu bahkan sebelum diterbitkannya Undang-undang tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) , maka tak dapat 
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dipungkiri jika salah satu terjadinya hak milik pun ialah dengan 
menurut Hukum Adat. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 
No.17 Tahun 2016 Pasal 4 (2) yang berbunyi: 
“(2) Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir, hanya 
dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada diwilayah 
perairan pesisir, antara lain: 
a. program strategi negara; 
b. kepentingan umum; 
c. permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat; 
dan/atau 
d. pariwisata 
 
Akan tetapi cara penetapan masyarakat hukum adat, hak 
atas tanah, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, 
keawajibab, larangan, hapusnya hak atas tanah dan 
pendaftarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pemberian jenis hak apapun untuk wilayah 
perairan pesisir pun perlu memperhatikan atau sesuai dengan dan 
tanpa mengabaikan rencana tata ruang wilayah 
provinsi/kabupaten/kota. 
Status penguaasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir juga 
berkaitan dengan penatagunaan tanah dan penatagunaan ruang 
daerah setempat. Seseorang atau badan hukum dapat menguasai 
(bukan memiliki) dan memanfaatkan wilayah pesisir apabila sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Maka dari itu 
diperlukan rencana penataan ruang yang baik.  
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2. Status Penguasaan Permukiman Penduduk pada Perairan 
Pesisir Kelurahan Tallo  
Pada wawancara langsung di Kantor Camat Tallo, sejarah 
mengenai asal muasal munculnya permukiman penduduk di atas 
perairan pesisir Tallo dijelaskan oleh Bapak Kamaluddin selaku 
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 
Beliau menjelaskan bahwa beberapa dari mereka itu awalnya 
hanya membuat bagang (tempat menangkap ikan) atau yang 
dengan orang Makassar disebut pandariang. Tujuan mereka 
membangun tempat itu ialah untuk sekedar beristirahat dan 
menempatkan hasil tangkapan beberapa saat sebelum mereka 
pulang. Rutinitas inilah yang menjadi landasan berfikir mereka 
untuk berpindah domisili.  
Akhirnya lama-kelamaan Bagang yang awalnya mereka 
bangun untuk tempat mencari ikan dan beristirahat dibangun sedikit 
demi sedikit dengan memperluas dan menambahkan dapur kecil, 
ruang tidur serta ruang keluarga, yang memungkinkan mereka 
cukup nyaman untuk menetap disana. Sehingga mereka tidak perlu 
lagi kembali ke rumah mereka yang lama. Seiring dengan 
berjalannya waktu dan tanpa tindak lanjut tegas dari pemerintah, 
Wilayah tersebut membentuk permukiman di atas perairan laut 
yang lama kelamaan semakin luas (wawancara pada hari Senin, 19 
Desember 2016, pukul 10.10 WITA). 
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Berdasarkan penjelasan sejarah bermunculannya 
permukiman di atas perairan pesisir Tallo ini, sangat jelas jika 
permukiman tersebut merupakan permukiman tanpa status hak 
apapun dan berdiri di atas tanah Negara. Negara sebagai 
pemegang hak menguasai yang sah atas wilayah perairan pesisir 
tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Bapak RT 
setempat, total Kepala Keluarga yang bermukim di atas perairan 
laut pesisir Tallo ini sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) yang 
merupakan warga dari RW 002 dan RT 005 dengan Bapak Syahrul 
sebagai Ketua RT. Beliau menjelaskan bahwa warganya memang 
sejak lama bermukim di atas laut ini, walaupun Pak Syahrul sendiri 
bertempat tinggal di daratan. 
Berikut adalah hasil dari wawancara langsung dengan 
beberapa sampel dari  warga setempat selaku pemilik rumah di 
atas perairan pesisir tersebut yang dirangkum dalam bentuk tabel: 
Tabel  4. Lama warga RT 05/RW 02 Kelurahan Tallo mendiami 
rumah mereka  
No. Nama Lama Tinggal Alas Hak 
1.  Suaeb 10 tahun - 
2. Mansur 35 tahun - 
3. Dg. Manja 14 tahun - 
4. Madong 15 tahun - 
5. Sakka beta 10 tahun - 
6. Muhadi 30 tahun - 
7. M. Akim 5 tahun - 
8. Abd. Usman 10 tahun - 
9. Hasan baba 2 tahun - 
10. Indo lura 30 tahun - 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 
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Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa masyarakat tidak 
memiliki alas hak untuk memanfaatkan dan/atau menguasai 
perairan pesisir di sekitar Kelurahan Tallo, baik berupa perizinan 
atau bentuk penguasaan lainnya. 
Mereka telah mendiami permukiman tersebut selama 
puluhan tahun dan turun temurun. Kendatipun demikian, selama 
apapun mereka bermukim disana, mereka tetap tidak dapat dan 
berhak memperoleh hak  apapun dan/atau sertifikat apapun.  
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mansur selaku 
Kepala Seksi Pengaturan dan Pengamanan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa, selama 
apapun mereka menetap disana, mereka tetap tidak akan 
mendapat hak apapun, soalnya itu adalah tanah Negara. Mereka 
hanya bisa memanfaatkannya tanpa berhak memilikinya. 
Pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak 
bisa memberikan hak selama masih ada air dibawahnya 
(permukiman di atas perairan). Oleh karena itu, haknya tidak diakui 
karena belum ada. Akan tetapi, bangunannya (rumah diatas 
perairan laut) diakui karena sudah ada bangunan yang terlihat. 
(wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Makassar, 22 Desember 2016, 14.30 WITA). 
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Menurut pemaparan warga yang menjadi sampel pada saat 
wawancara, mereka sadar dan tahu betul jika wilayah permukiman 
yang mereka tempati ini adalah milik Negara bahkan sejak awal 
mereka melakukan pembangunan awal rumah mereka. Oleh 
karena itu, mereka siap jika sewaktu-waktu pemerintah akan 
menggusur dan menertibkan permukiman mereka tersebut. Mereka 
juga beranggapan bahwa sekeras apapun mereka menolak 
penggusuran pemerintah, bagaimanapun pemerintahlah yang pasti 
akan menang, karena mereka memang benar tidak memiliki bukti 
kepemilikan apapun dan memang benar yang mereka tempati 
secara ilegal itu merupakan tanah milik Negara. 
Turun temurun menetap dan bermukim di atas perairan laut 
pada Kelurahan Tallo tersebut tidak dapat membuat masyarakat di 
sana serta merta mendapatkan hak istimewa seperti halnya 
masyarakat adat.  
Memang benar jika mereka telah berpuluh tahun bermukim 
di sana, akan tetapi sebagian besar dari mereka merupakan 
pindahan dari daerah lain disekitar Kota Makassar yang memilih 
pindah dan menetap di atas perairan laut pada Kelurahan Tallo. 
Berdasarkan hasil wawancara pada 24 Desember 2016 dengan 
responden terkait dengan asal dan pekerjaan responden seperti 
pada tabel berikut: 
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Tabel 5. Keterangan Asal Daerah dan Pekerjaan Responden 
 
No. Nama Asal Daerah Pekerjaan 
1 Ibu Sitti Pangkep - 
2 Herman Sigeri Buruh Harian 
3 Munaim Pangkep Wiraswasta 
4 Abd. Majid Maros - 
5 Ta’gi Sigeri Nelayan 
6 Ramli Barru Buruh 
7 Rabadu’ Maros Buruh Harian 
8 Akbar Maros Wiraswasta 
9 Randi Takalar Buruh Lepas 
10 Muhadi Sigeri Buruh Harian 
Sumber: Data primer, yang diolah. 2016. 
Berdasarkan tabel diatas, bahwa hampir seluruh masyarakat 
yang bermukim di atas perairan laut tersebut merupakan para 
pendatang. Olehnya itu mereka tidak bisa disebut sebagai 
masyarakat adat sebagaimana halnya masyarakat adat suku Bajo 
yang juga hidup dan bermukim di atas perairan laut pada daerah 
Wakatobi. 
Jika dilihat dari ciri-ciri penduduk yang bermukiman di atas 
perairan laut pada lokasi peneltian ini, mereka termasuk golongan 
masyarakat lokal dan bukan masyarakat adat yang dapat di berikan 
hak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.  
Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 mengenai 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan 
pengertian masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang 
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menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan 
yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi 
tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil tertentu. 
Sedangkan, masyarakat adat yang dapat diberikan hak 
kepemilikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 
dalam undang-undang ialah sekelompok orang yang secara turun 
temurun bermukim diwilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, 
hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, 
memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di 
wilayah adatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Pengertian masyarakat hukum adat tersebut di atas sesuai 
dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  
Mengenai tidak dapat diberikannya Hak Atas Tanah pada 
permukiman di atas perairan laut itu dipertegas lagi pada Peraturan 
Mentri Agraria dan Tata Ruang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 
Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, 
yang tercantum pada Pasal 8: 
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Wilayah pesisir tidak dapat diberikan Hak Atas Tanah, dalam 
hal yang merupakan: 
a. bangunan yang terletak diluar batas wilayah laut provinsi; 
b. instalasi eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi, 
gas, pertambangan, panas bumi; 
c. instalasi kabel bawah laut, jaringan pipa dan jaringan 
transmisi lainnya; dan/atau 
d. bangunan yang terapung. 
 
Berdasar pada ketentuan undang-undang itulah menjadi 
salah satu larangan tidak bisanya permukiman di atas perairan 
pesisir diberikan hak kepemilikan atas tanah karena merupakan 
bangunan yang terapung menurut undang-undang. 
 
C.  Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Permukiman 
Penduduk pada Perairan Pesisir Kota Makassar 
1. Kebijakan Pemerintah dalam RTRWK Makassar terkait 
Permukiman Penduduk Pada Perairan Pesisir Kelurahan Tallo 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar adalah hasil 
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, kawasan 
strategis nasional dan provinsi kedalam struktur dan pola ruang 
wilayah Kota Makassar.  Ruang yang dimaksud di sini ialah wadah 
yang meliputi: ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya.  
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Ruang Wilayah Kota Makassar yang merupakan bagian dari 
kota metropolitan yang berciri kota tepian pantai (waterfront city), 
dalam kesatuan wadah perencanaanya disusun selain berdasarkan 
peraturan perundang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, juga didasarkan pada pencapaian Visi Kota 
Makassar yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk 
Semua”. 
Dalam rangka memperkukuh eksitensi dan pencapaian 
Makassar menuju Kota Dunia ditetapkan Tujuan Penataan Ruang 
RTRW Kota Makassar 2034, merupakan penggambaran keinginan 
yang kuat mewujudkan ruang wilayah Kota Makassar sebagai Kota 
Tepian Air Kelas Dunia yang didasari atas keunggulan dan 
keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan 
global demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang 
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 
Pemerintah dalam menjalankan RTRWK Makassar, punya 
beberapa kebijakan-kebijakan atau terobosan baru ditiap 
pergantian pemerintahan. Dalam periode pemerintahan kali ini, 
beberapa kebijakan pun direncanakan mengingat visi misi terbaru 
Kota Makassar kali ini menjadikan kota ini kota nyaman berstandar 
dunia, diantaranya ialah program terbaru pemerintah yang 
bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan kebersihan 
lingkungan sekitarnya dengan semboyan LISA (Lihat Sampah 
 
 
67 
 
Ambil) yang dimana hingga saat ini seringkali kita jumpai 
dibeberapa sudut Kota Makassar. 
Terkait dengan permukiman penduduk di atas perairan Tallo 
ini, Pemerintah lebih terfokus pada pengaturan Kota Makassar 
secara keseluruhan. Berikut akan dipaparkan kebijakan dan 
perencanaan tata ruang, zonasi serta pembagian kawasan tertentu 
pada daerah Tallo secara keseluruhan: 
     Gambar 5. Peta Rencana Pola Ruang Kota Makassar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
Sumber: Bappeda Kota Makassar. 
 
Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang di atas, Kecamatan 
Tallo dengan warna kuning dan warna kuning muda pada 
daerahnya menandakan pada daerah Tallo terdapat permukiman 
dengan kepadatan penduduk tinggi dan kepadatan penduduk 
sedang, dengan pantai sepanjang sebagaian pesisir Kecamatan 
Tallo.  
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Bersumber pada hasil analisis RTRW fakta analisa oleh 
Bappeda Kota Makassar, bahwa kawasan tersebut  cukup dekat 
ke pusat kegiatan pelabuhan. Kawasan ini terletak di wilayah 
perkotaan padat penduduk dimana area umum sudah digunakan 
untuk kepentingan pribadi yang membuat pola struktur 
lingkungan semakin tidak teratur. Sebagian wilayah terletak di 
pinggir sungai dan beberapa permukiman di atas perairan laut.  
Jalan paving blok yang dibuat mengikuti pola-pola rumah yang 
sudah ada. Bangunan rumah sebagian besar permanen tetapi dalam 
kondisi kurang sehat karena kurangnya pencahayaan. Hal ini 
dikarenakan rapatnya jarak antar bangunan. Sarana dan 
prasarana juga terbatas. Keterbatasan lahan serta rendahnya 
ekonomi individu dan sebagian penduduknya bekerja tidak tetap 
menjadi penyebab utama timbulnya kekumuhan di kawasan ini. 
Berdasar pada RTRW Kota Makassar, terkhusus untuk 
wilayah sekitaran perairan pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar 
ini ialah diperuntukkan bagi kawasan pariwisata (makam-makam 
raja Tallo), Kawasan Industri, Kawasan Perikanan dan juga 
kawasan strategis Pelabuhan. 
Terkait dengan kepadatan penduduk, pemerintah 
merencanakan pengembangan kawasan peruntukan perumahan dan 
permukiman dengan kepadatan tinggi meliputi: 
a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan; 
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b. pengembangan pola perbaikan lingkungan di kawasan kumuh; 
c. mendorong pembangunan perumahan secara vertikal; 
d. menetapkan KDB paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam 
setiap pembangunan kawasan perumahan; dan 
e. mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori. 
Pada poin kedua perencanaan pengembangan kawasan 
peruntukan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi 
yaitu pengembangan pola perbaikan lingkungan di kawasan 
kumuh, wilayah Tallo termasuk dalam kategori permukiman kumuh 
tinggi, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut: 
Tabel 6.  Wilayah Kumuh Kategori Berat. 
No. Kecamatan Kelurahan Hasil Verifikasi 
1. Makassar Maradekaya Uta 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
2. Mariso Kampung Buyang 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
3. Mariso Lette 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
4. Mariso Mariso 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
5. Mariso Mattoangin 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
6. Mariso Pannambungan 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
7. Mariso Bontorannu 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
8. Tamalate Mangasa 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
9. Tamalate Parang Tambung 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
10. Tamalate Tanjung Mardeka 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
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11. Tamalate Barombong 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
12. Tamalate Maccini Sombala 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
13. Panakkukang Pampang 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
14. Panakkukang Sinrijala 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
15. Tallo Rappokalling 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
16. Tallo Bunga Eja Beru 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
17. Tallo Panampu 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
18. Tallo Tammua 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
19. Tallo Wala-Walaya 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
20. Tallo Tallo 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
21. Tallo Buloa 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
22. Tallo Kaluku Bodoa 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
23. Bontoala Layang 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
24. Ujung Tanah Pattingalloang 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
25. Ujung Tanah 
Pattingalloang 
Baru 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
26. Ujung Tanah Tamalabba 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
27. Ujung Tanah Cambaya 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
28. Ujung Tanah Kodingareng 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
29. Ujung Tanah Barrang Caddi 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
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30. Ujung Tanah Barrang Lompo 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
31. Ujung Tanah Ujung Tanah 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
32. UjungTanah Gusung 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
33. Biringkanaya Untia 
Permukiman kumuh di tepi 
air 
34. Rappocini Rappocini 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
35. Rappocini Banta-Bantaeng 
Permukiman kumuh di 
dataran rendah 
Sumber: Hasil analisis fakta analisa oleh Bappeda Makassar. 
 
Pada tabel di atas dijelaskan bahwa di Kecamatan Tallo 
Kelurahan Tallo terdapat permukiman padat penduduk dengan 
kategori kumuh dengan hasil survey, permukiman kumuh di atas 
air. Seperti yang terlihat pada gambar berikut: 
Gambar 6. Permukiman Kumuh pada Lokasi Penelitian. 
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Kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Perda Kota 
Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 yang selalu mendapat 
perbaharuan dan sesuai dengan visi misi pada tiap era 
pemerintahan baru, ialah mengenai: 
a. perencanaan tata ruang yang sesuai dengan pemanfataan, 
wilayah, pola ruang dan peruntukannya; 
b. pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang; 
c. penetapan kawasan-kawasan tertentu (kawasan lindung, 
kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perkotaan, 
kawasan metropolitan, kawasan strategis nasional, kawasan 
strategis kota, kawasan pertahanan dan keamanan Negara, 
kawasan ruang terbuka hijau, kawasan terpadu pusat bisnis dan 
kawasan minapolitan); 
d.  Peraturan zonasi. 
Peruntukan kawasan permukiman menurut perencanaan 
tata ruang Kota Makassar terletak pada wilayah daratan, bukan 
pada wilayah perairan. Sebagaimana yang terdapat pada lokasi 
penelitian penulis di RT 005 RW 002, Kelurahan Tallo Kecamatan 
Tallo Kota Makassar. Maka, permukiman yang terdapat pada 
bukan tempatnya atau zonasinya, dapat dikategorikan sebagai 
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permukiman illegal. Perencanaan zonasi kawasan strategis Kota 
Makassar, dapat diperhatikan pada peta berikut: 
Gambar 7. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Makassar 
 
     Sumber: Bappeda Kota Makassar (Peta RTRW 2015-2035) 
 
Pada peta tersebut, wilayah Tallo yang berdekatan dengan 
Buloa berada pada pesisir/pinggiran laut. Wilayah Tallo yang 
didominasi warna ungu di sebelah kiri atas termasuk pada zonasi 
Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi yaitu Kawasan Strategis 
Pelabuhan, dan wilayah Tallo yang sudah mendekati wilayah 
perairan laut dan bahkan hingga ke lautan tetap di dominasi warna 
ungu dengan tambahan corak garis miring berwarna kuning, yang 
di mana kawasan tersebut termasuk dalam zonasi Kawasan 
Strategis Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu 
Kawasan Strategis Koridor Pesisir Terpadu. 
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Dengan demikian pada wilayah perairan laut di sekitaran 
daeran Tallo tetap tidak diperuntukkan untuk permukiman 
penduduk, hal ini sesuai dengan zonasi yang terncantum dalam 
kebijakan pemerintah Kota Makassar dan tertuang dalam RTRWK 
Makassar. 
2. Kebijakan Pemerintah dalam RPJMD Kota Makassar Terkait 
Permukiman Penduduk pada Perairan Pesisir Kelurahan Tallo 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Makassar 
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Makassar tahun 2005-2025. 
Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2013 - 2018. Dokumen RPJM Daerah wajib dibuat 
oleh Kabupaten/Kota yang telah melakukan pemilihan Kepala 
Daerah secara langsung dalam rangka tetap menjaga 
kesinambungan pembangunan daerah. RPJMD periode 2014-2019 
disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan serta 
Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dokumen lainnya 
yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD 
Kota Makassar adalah RTRW Kota Makassar. 
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RPJMD Makassar tidak jauh beda dengan RTRWK 
Makassar, keduanya berisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 
kemajuan daerahnya. Jika RTRWK Makassar berpedoman pada 
RTRW Nasional, maka RPJMD Makassar selain berpedoman pada 
RTRWK Makassar, RPJMD Makassar juga tidak lain merupakan 
penjabaran dari visi dan misi walikota terpilih yang disesuaikan 
dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.  
Adapun visi pemerintah Kota Makassar ialah “Makassar 
Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua”, dengan misi-misi 
sebagai berikut: 
a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera 
standar dunia; 
b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar 
dunia; 
c. Meroformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan public 
standar dunia bebas korupsi. 
  Oleh karena RPJMD merupakan turunan dari RTRWK 
Makassar, sehingga kebijakan-kebijakan yang tercantum pada 
keduanya pun tidak jauh berbeda demi terwujudnya keserasian dan 
sinkronisasi pembangunan. Sama halnya dengan RTRWK 
Makassar, RPJMD pun tidak mengeluarkan kebijakan terpusat, 
khusus dan spesifik mengenai revitalisasi atau penanganan terkait 
isu permukiman penduduk di atas perairan ini.  
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  Permukiman di atas perairan pesisir di Kota Makassar tentu 
saja merupakan merupakan permukiman yang tidak tertata, 
permukiman tersebut pun illegal. Permukiman tertata dan tidak 
tertata pada tiap kecamatan pun tentu berbeda, termasuk di 
Kecamatan Tallo. Berikut adalah tabel presentase permukiman yang 
tertata per kecamatan: 
Tabel 7. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut 
Kecamatan Tahun 2013  Kota Makassar 
NO Kecamatan 
Luas Area 
Permukiman 
Keseluruhan 
Luas Area 
Permukiman 
Tertata 
Persentase 
1 2 3 4 5 
1 Mariso 204,85 20,10 9,81 
2 Mamajang 205,40 0,002 0,001 
3 Tamalate 765,40 150,38 19,65 
4 Rappocini 822,20 25,69 3,12 
5 Makassar 232,03 0 0 
6 Ujung Pandang 202,83 0 0 
7 Wajo 122,54 3,23 2,63 
8 Bontoala 129,70 3,83 2,95 
9 Ujung Tanah 83,29 0 0 
10 Tallo 448,34 6,06 1,35 
11 Panakukang 826,20 74,33 9,00 
12 Manggala 720,04 288,78 40,10 
13 Biringkanaya 1.283,56 484,12 37,72 
14 Tamalanrea 620,35 154,50 24,91 
Jumlah 6666,64 1211,02 
Sumber: Dinas Perumahan dan Gedung Kota Makassar. 
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Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian wilayah 
Kecamatan Tallo memang benar-benar tidak tertata dengan baik, 
lebih lagi pada daerah sekitar pesisir sungai dan laut Tallo. Hal 
tersebut benar adanya, terbukti dengan hasil gambar yang diambil 
langsung pada lokasi penelitian. Berikut adalah salah satu sampel 
pada lokasi penelitian penulis pada permukiman di atas perairan 
laut yang terdapat di Kecamatan Tallo: 
Gambar 8. Permukiman Penduduk di atas Perairan Pesisir 
Kelurahan Tallo yang Tidak Tertata. 
 
 
Selain tidak tertata, pada daerah pesisir bahkan hingga 
perairan laut daerah Tallo pun sampah yang berserakan dan 
menumpuk tak bisa dielakkan. Padahal sebagian masyarakat 
bermukim disana, entah karena kesadaran masyarakat akan 
kebersihan masih kurang. 
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Terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah tersebut serta 
berkurangnya daerah resapan ternyata berpengaruh pula pada 
tingginya sedimentasi di wilayah pantai Kota Makassar. Di sisi lain 
fenomena ini menambah luas fisik wilayah kota tetapi pada sisi lain 
dijadikan tambahan lahan untuk pembangunan permukiman ilegal. 
Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar pantai cenderung 
tidak tertata, kumuh, dan merusak ekosistem pantai. 
 Dampak yang kemudian terjadi adalah semakin jauhnya 
wilayah penangkapan ikan para nelayan Makassar, hal ini 
disebabkan karena habitat ekologis tempat berkembang biak 
hewan laut menjadi hilang atau rusak.  
Semestinya pembangunan harus menempatkan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria 
utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Beberapa isu 
dalam urusan lingkungan hidup yang harus menjadi perhatian 
adalah: 
a) Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pengendalian 
pencemaran air (air tanah dan air permukaan), serta 
pengendalian pencemaran udara dan kebisingan;  
b) Pengendalian kerusakan lingkungan meliputi :  
 Pengendalian erosi, Abrasi dan akresi pantai,  
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 Pengendalian penurunan muka tanah (deplesi) dan intrusi 
air laut. 
Terkait dengan permukiman di atas perairan laut ini, terdapat 
kebijakan pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam 
RPJMD Kota Makassar yang tidak lain terdapat dalam salah satu 
misinya, yang berbunyi: Merestorasi tata ruang kota menjadi kota 
nyaman berstandar dunia. Misi ini mencakup upaya umum dalam 
hal: 
a. penyelesaian masalah banjir; 
b. pembentukan badan pengendali pembangunan kota; 
c. pembangunan waterfront city; 
d. penataan tansportasi publik yang aksesibel; 
e. pengembangan infrastruktur kota yang aksesibel; 
f. pengembangan pinggiran kota; 
g. pengembangan taman tematik; dan 
h. penataan lorong. 
Menurut Ibu Yanisar selaku Kepala Seksi Bidang Fisik dan 
Prasarana Bappeda Kota Makassar, salah satu kebijakan 
pemerintah Kota Makassar dalam hal menangani masalah 
permukiman dan kumuh di Kota Makassar ialah dengan 
membangun rusunawa, melakukan revitalisasi dengan 
mencarikannya lahan baru yang layak untuk bermukim. Penataan 
pun sedang sementara diproses, pemerintah melakukannya pelan-
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pelan karena tidak mungkin pemerintah serta merta menggusur 
tanpa menyediakan solusi, yang ada hanya akan menambah 
masalah baru, masyarakat juga kasian jika harus digusur 
seenaknya (Wawancara Rabu, 21 Desember 2016).  
Meskipun permukiman di atas perairan pesisir tersebut 
ilegal, sebagaimana pemaparan pada hasil wawancara di atas 
yang dimana permukiman tersebut tidak bisa serta merta digusur. 
Melainkan, pemerintah seharusnya lebih berperan dalam 
menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan 
perumahan dan kawasan permukiman bagi masyararakat 
khususnya bagi mereka yang berekonomi menengah kebawah, 
melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang 
berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga 
merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.  
 
3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap 
Permukiman Penduduk pada Perairan Pesisir 
Untuk mewujudkan pengimplementasian kebijakan 
pemerintah dengan baik dan keterpaduan pembangunan antar 
sektor, daerah, dan masyarakat, maka pembangunan seharusnya 
dilaksanakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau 
dunia usaha.  
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Pelaksanaan kebijakan tentu saja tidaklah semudah 
merencanakannya. Permasalahan pembangunan tentu saja tak 
bisa dielakkan begitu saja, permasalahan pembangunan di Kota 
Makassar berdasarkan perkembangan atau evaluasi atas target-
target kinerja sebelumnya. Permasalahan yang disampaikan itulah 
merupakan pekerjaan rumah yang menjadi fokus pelaksaan 
pembangunan/kebijakan periode selanjutnya. 
Salah satu pelaksanaan pembangunan/kebijakan ialah pada 
aspek pemerintahan. Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 
2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi Daerah 
mengandung makna mengatur segala sesuatunya secara mandiri, 
baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namum 
pada kenyataannya Pemerintah Kota masih tergantung pada 
kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal 
pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur. 
Beberapa permasalahan yang kemudian terjadi pada aspek 
pemerintahan adalah:  
a. Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;  
b. Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan 
formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;  
c. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan 
riil;  
d. Penegakan hukum belum efektif;  
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e. Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan;  
f. SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan 
Prosedur Standar Operasional;  
g. Pelayanan perijinan belum optimal;  
h. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;  
i. Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input 
perencanaan pembangunan.  
j. Indeks persepsi Korupsi Kota Makassar yang belum memenuhi 
standar.  
k. Penilaian BPK masih dalam taraf Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP). 
l. Optimalisasi kerjasama antar daerah.  
m. Optimalisasi aset dan perusahaan daerah.  
n. Peningkatan kualitas hubungan pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat.  
Meskipun pada pelaksaan kebijakan dan pembangunan 
kerap dijumpai permasalahan, tentu saja tetap ada kebijakan yang 
berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Sasaran yang 
dimaksud disini ialah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan 
rasional. Suatu sasaran tersebut dirumuskan untuk mencapai atau 
menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat 
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melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relavansinya 
dengan isu-isu strategis daerah. 
Terkait dengan permukiman di atas perairan pada Kota 
Makassar ini, beberapa kebijakan yang terkait pada isu tersebut 
dan pengimplementasiannya pun sejauh ini sementara berjalan. 
Penjabaran dari visi misi pemerintahan tersebut kemudian dijadikan 
sebuah kebijakan dengan ditambahkan perencanaan, strategi dan 
arah kebijakan tertentu.  
Strategi yang dimaksud disini ialah pernyataan yang 
menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya 
diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi 
dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran 
pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran 
tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih 
dari 1 (satu) sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan 
aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. 
Oleh karena itu, strategi dalam kerangka perencanaan 
menengah pembangunan daerah (mid-term planning) merupakan 
upaya yang cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, melalui pertimbangan dan analisis terhadap aspek 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh 
Kota Makassar.  
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Secara umum penjabaran strategi dan arah kebijakan dari 
salah satu yang berkaitan dengan permukiman diatas perairan ini 
dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel di bawah ini dapat 
dilihat salah satu tujuan, sasaran dan strategi dari misi yang 
berkaitan dengan permukiman diatas perairan tersebut serta arah 
kebijakan yang ditetapkan: 
Tabel 8. (Misi 2: Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota 
Nyaman berstandar Dunia) 
NO. Tujuan Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 
Strategi 
 
2.2 
 
 
 
 
 
Mengoptimalk
an 
pemanfaatan 
dan 
pelestarian 
lingkungan 
hidup kota 
 
 
Meningkatnya 
kapasitas 
penanganan 
sampah dan 
kebersihan 
 
Volume dan 
%sampah 
yang ditangani 
dalam bentuk 
penukaran 
sampah 
dengan beras, 
pengangkutan 
dan reduksi. 
Penanaman 
budaya bersih 
dalam 
masyarakat dan 
peningkatan 
kapasitas 
penangan 
sampah 
Terwujudnya 
waterfront city 
dan tata 
kelola 
lingkungan 
pesisir/pulau 
pulau 
 
Luas 
waterfront city 
yang terkelola 
 
 
Kolaborasi 
multipihak 
dalam 
pengembangan 
waterfront city 
berbasis 
berkelanjutan 
ekologi, 
ekonomi dan 
sosial 
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2.3 
Mewujudkan 
permukiman 
sehat bagi 
masyarakat 
Meningkatkan 
kualitas dan 
kelayakan 
huni 
perumahan 
dan 
permukiman 
masyarakat 
% rumah layak 
huni (rumah 
beton/knockt 
down layak 
huni) 
Aplikasi 
teknologi 
permukiman 
perumahan 
ramah 
lingkungan dan 
layak huni bagi 
masyarakat 
dengan 
prioritas rumah 
tangga miskin 
Meningkatnya 
akses air 
bersih 
masyarakat 
Cakupan 
layanan air 
bersih 
Perluasan 
jangkauan 
pelayanan air 
bersih 
2.4 
Meningkatkan 
pemanfaatan 
dan penataan 
ruang wilayah 
termasuk 
pertanahan 
secara 
terpadu dan 
konsisten 
Terwujdunya 
keterpaduan 
pemanfaatan 
dan penataan 
ruang wilayah 
Presentase 
ketaatan 
pelaksanaan 
rencana tata 
ruang wilayah 
Penyadaran 
dan penegakan 
regulasi RTRW 
Terjaminnya 
kepastian 
hukum dalam 
kepemilikan 
tanah 
Penyelesaian 
sengketa tanah 
negara 
Peningkatan 
sinergi 
multipihak 
dalam 
penyelesaian 
sengketa tanah 
dalam 
masyarakat 
khususnya 
sengketa tanah 
negara 
Sumber: RPJMD Kota Makassar 2014-2019 
  
Pada kebijakan, sasaran dan strategi tersebut diatas, 
memiliki arah kebijakan terkait dengan pengimplementasiaanya. 
Akan disaji pada tabel berikut: 
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Tabel 9. Arah Kebijakan Pemerintah terkait Penerapannya 
No Sasaran Arah Kebijakan 
1 
Meningkatnya kapasitas 
penanganan sampah dan 
kebersihan 
Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam kebersihan 
lingkungan serta modernisasi 
penanganan sampah 
1. Gerakan Makassar tidak 
rantasa’ 
2. Gerakan sampah tukar 
beras 
3. Peningkatan kapasitas 
penanganan sampah 
2 
 
Terwujudnya waterfront 
city dan tata kelola 
lingkungan pesisir/pulau-
pulau 
Penataan ekologi, ekonomi 
dan sosial dari waterfront city 
Penataan fungsi waterfront 
city 
3 
Meningkatnya kualitas dan 
kelayakan huni 
permuhana/permukiman 
bagi masyarakat 
Perkembangan 
perumahan/permukiman 
bencana, pengembangan 
rumah layak huni dan 
penataan gedung pemerintah 
1. Pembangunan rumah 
model knoct down (beton) 
bagi korban bencana 
2. Fasilitasi akses kredit bagi 
pembangunan rumah 
layak huni untuk orang 
miskin 
3. Perbaikan/bedah rumah 
orang miskin/kumuh 
4. Pembangunan dan 
rehabilitasi bangunan 
pemerintah 
4 
Meningkatnya akses air 
bersih masyarakat 
Pengembangan sistem dan 
jaringan perpipaan terpadu 
dalam pelayanan air bersih 
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1. Pengembangan jaringan 
air bersih perpipaan dan 
non perpipaan untuk 
wilayah kumuh/miskin dan 
pulau 
5 
Terwujudnya keterpaduan 
pemanfaatan dan penataan 
ruang wilayah 
Peningkatan kepatuhan 
dalam penataan ruang dan 
bangunan terhadap RTRW 
1. Penataan pemberian izin 
pemanfaatan ruang 
2. Penataan bangunan 
6 
Terjaminnya kepastian 
hukum dalam kepemilikan 
tanah 
Fasilitas sertifikasi tanah dan 
penyelesaian sengketa tanah 
Negara 
1. Fasilitas penyelesaian 
sengketa tanah 
Sumber: RPJMD Kota Makassar 2014-2019. 
 
Permukiman penduduk yang berada pada pesisir Tallo, 
tepatnya pada lokasi penelitian penulis, RT 05 RW 02 Kelurahan 
Tallo. Pengimplementasian tersebut di atas belum sepenuhnya 
terlaksanakan sejauh ini. Kebijakan yang sejauhnya ini progresnya 
mulai terlihat ialah meningkatnya kapasitas penangan sampah dan 
kebersihan.  
Sedangkan, dalam rangka pengimplementasian kebijakan 
mengenai peningkatan kualitas kelayakan huni perumahan dan 
permukiman bagi masyarakat, terkhusus untuk masyarakat Tallo 
belum tersentuh akan kebijakan itu sama sekali.  
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Pasalnya, pemberian fasilitas kredit bagi pembangunan 
rumah layak huni sama sekali belum terdengar di telinga 
masyarakat, dan mengenai perbaikan atau bedah rumah pun 
hingga sekarang belum ada satu masyarakat di lokasi penelitian 
penulis yang merasakannya. 
Sehubungan dengan permukiman di atas perairan pesisir. 
Bersumber pada keterangan salah satu warga, pemerintah Kota 
Makassar telah membuat kampung Nelayan Untia, untuk 
merelokasi para permukiman nelayan yang berada di wilayah 
pesisir. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya 
memecahkan masalah dikarenakan lokasi mencari ikan bagi para 
nelayan semakin menjauh.  
Olehnya itu, beberapa nelayan tetap bermukim ditempat 
mereka sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, pemerintah pun 
tidak tinggal diam, dalam waktu dekat ini akan membangun dan 
menyelesaikan sebuah dermaga pada lokasi tersebut sehingga 
para Nelayan dapat melabuhkan kapalanya disana, dan mereka 
tidak punya suatu alasan pun untuk tidak menempati rumah yang 
diberikan oleh pemerintah sebagai hasil dari relokasi dan 
mengganti rumah mereka sebelumnya. 
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Kebijakan yang memaparkan akan mengembangankan 
jaringan air bersih untuk wilayah kumuh dan pulau, tentu saja 
termasuk pada daerah yang sangat sulit mendapatkan air bersih 
pada wilayah dekat dengan laut seperti pada Kelurahan Tallo. 
Warga di sana hingga saat ini, masih kesulitan mendapatkan air 
bersih dan bahkan harus antri hingga seharian untuk mendapatkan 
air dan dengan jarak tempuh yang sangat jauh dari permukiman di 
atas perairan laut mereka.  
Jadi, sejauh ini pengimplementasian akan kebijakan 
pengembangan jaringan air bersih belum sama sekali dirasakan 
warga Kelurahan Tallo. Adapun dengan kebijakan peningkatan 
kepatuhan dalam rangka penataan ruang dan bangunan terhadap 
RTRW, sudah sangat jelas belum sama sekali berdampak sebagian 
wilayah Makassar pada umumnya dan wilayah Tallo pada 
khususnya.  
Faktanya, permukiman penduduk di atas perairan pesisir 
tetap ada hingga sekarang, belum ada revitalisasi ataupun relokasi 
pada permukiman tersebut. Padahal masyarakat di sana pun 
menerima jika memang harus direlokasi, asalkan mereka 
dipindahkan ditempat yang layak dan pasti.  
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Mengingat pada saat wawancara langsung dengan warga, 
beberapa dari warga mengatakan “Sampah saja disediakan tempat 
oleh pemerintah, masa kami yang merupakan warganya dihiraukan 
tanpa diberikan tempat tinggal yang layak dan pasti, padahal kami 
ini manusia bukan sampah”. 
Melihat beberapa kebijakan dan pengimplementasiannya, 
tidak mudah menerapkan suatu kebijakan ditengah masyarakat. 
Pembangunan daerah ini bukan untuk kepentingan individu, 
golongan atau pemerintah. Akan tetapi, ini adalah kepentingan 
bersama, antara masyarakat dan pemerintah. Olehnya itu, bukan 
hanya pemerintah yang berkewajiban dan memiliki hak atas suatu 
kebijakan penataan ruang Kota Makassar, melainkan juga 
masyarakat. Hak dan kewajiban sebagai masyarakat ialah: 
 Masyarakat berhak: 
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
b. pemanfaatan ruang; 
c. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, 
d. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang 
sebagai akibat dari penataan ruang; 
e. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang 
dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 
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f. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang 
merugikan; dan 
g. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan 
tata ruang. 
 
 Kewajiban Masyarakat 
Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri 
atas: 
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 
diberikan; 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang; dan 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 
peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik 
umum.   
 
Berkaitan dengan permukiman perairan pesisir yang masuk 
dalam kebijakan pengaturan tata ruang. Selain hak dan kewajiban, 
ternyata masyarakat juga dapat berperan dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang di Kota Makassar, sebagaimana yang terdapat 
pada Perda RTRW Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 berikut: 
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a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau 
pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan 
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang. 
Apabila semua pihak dapat menjalankan dan sadar akan 
kewajiban dan hak masing-masing, maka bukan tidak mungkin jika 
pembangunan dan kebijakan yang diharapkan dapat 
terimplementasi dan terealisasi dengan baik demi kepentingan 
bersama, kenyamanan masyarakat dan kondisi daerah yang lebih 
maju lagi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Status penguasaan atas wilayah perairan pesisir Tallo untuk 
permukiman penduduk di Kota Makassar adalah tanah Negara. 
Namun, masyarakat sudah bermukim di wilayah tersebut secara 
turun temurun, sehingga dapat disebut sebgai tanah Negara tidak 
bebas. 
2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap 
permukiman penduduk di atas perairan pesisir Tallo terdapat di 
dalam RTRW Kota Makassar namun tidak dilaksanakan dengan 
baik seperti melakukan relokasi karena kendala penyediaan lahan 
yang sulit dilaksanakan. Disamping itu, tingkat kepatuhan dan 
ketaatan hukum masyarakat masih sangat rendah sehingga 
kebijakan tersebut sulit untuk di implementasikan. 
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B.  Saran 
1. Agar Pemerintah Kota Makassar melakukan penyuluhan hukum 
secara rutin dan penertiban terhadap permukiman yang di 
anggap liar. 
2. Diharapkan pemerintah agar konsisten dalam menjalankan 
rencana  program kebijakannya sendiri, dan tidak lupa 
melakukan sosialisasi pada masyarakat serta perlunya 
transparansi, agar masyarakat mengerti dan tidak salah paham 
atas apa yang pemerintah sedang dan akan lakukan.   
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